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Menimbang : a. bahwa kesia ': bmb"tngqo"tt yang dibiayai

onse+;,l"tuue *rl dqn , 
u"'T]1 o":,:*

Tahun '' Angaran ,2O'1'8 ' har::s dilaksanakan

secdf-a berdaya guna,,'d'aa berhasil guna agar

dapat'ie'Ujh'",menirgkatkan keserasian serta

keterpaduan pelaksanaan pembangurLarL'

pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan di

KabuPaten Barito Selatan;

b. bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 122

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A06

semua penerimaan daerah dan pengeluaran

daerah dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintah daerah dikelola dalam APBD;

l
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C. berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud daiam huruf a dan huruf b' perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun

Anggaran 2Al8;

Undang-Undang Nomor 27 Ta}lun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3

Tahun 1953 tentang P-embentrrkan Daerah

embaran NegaraTingkat II di Kalimantan' {I-'

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

{l,embaran Negara' 'Republik Indonesia

Tahr:rt1959.,,1*o-ryrer 72, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik l4ddnesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Na*or 17'Tahun 2O03 tentang

Keuanga4- Negara &rnbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

r,emtaia*'",*egar4"'i.Republik Indonesia Nomor

428lf.1,; :. '

3. Undrang-Undang Norno:,':,l' Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaart' ,, Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan ?anggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aaoo);

Mengingat : 1.



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa38);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Fublik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2' Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 

'

Tambahan f"emU Negara Republik lndonesia

Nomor ,5587) I sebagaimana telah diubah

beberapa, kalii terg$$ir denga'n Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas undang-Undang Nomlr :' :"n"1-'o'o
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan, l,embaian Negara Republik Indonesia

Nomor 56791 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2ALO tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2}rc nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57Bl ;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentaqg Pelaporan Keuang4n dan Kinerja

Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor

4616!1; l

1 1. Peraturan;" Pemeriatah Nomor 39 Tahun 2AA7

tentang ,.Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembara4..,,N9gara.,Bepublik Indonesia Tahun

2AO7 Nornor 83, Ta@hahan Lembaran Negara

Republik Indonesia omor a738\;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O

tentang,,standar Akutansi Pemerintah (Lembaran

Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 5272\;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4

tentang Pengeiolaan Barang Milik Negara/

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot4 Nomor g, Tambahan Lemabaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

15. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2jfl

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

16. Peraturan Piesiden' Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah'

sebagaiman, terl*i diulah beberapa kali terakhir

lomor 4 Tahun 2015dengan perattrfan Presiden N-.:---

tentang Pet-ubahanr ''Kempat Atas Peraturan

Presiden :'Nomor', 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaag' para+glJasa Pemerinte"h (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5);

17. Peraturan Menteri , Dalam Negeri Nomor 13

Tahun ?006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2OL1 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2OOG tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor 31O);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa

kaliterakhirdenganPeraturanMenteriDalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang

perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn

Negeri Nornor 32 Tahrm'2011 tentang Pedoman

Pemberian Hihah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Berita Negara Republik

Indonesia T,ahlrnt2&16 Nornor 5a U;

tg. Peraturan:,,,r, nteri':-Ea1** Negeri Nomor 64

Tahun 2$13 tentang Penerapan Staldar

Aku-ntansi.',,Pemerintah Berbasis Akrual Pada

Pernerint* ..D** ''. {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor fi251;

20. Peraturarr' Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- mbentukan ProdukTahurt . 2015 terrtang".,'Pe

Hukurn Da , (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OO8

Nomor 18);



ZZ.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan

lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Seiatan

Nomor 12 Tahun 2A17 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 20 18 (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 12),

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

24. Peraturant, 'Blrpati:l,'Barito Selatan Nomor 27

Tahun ?-aLT tentang Penjabaran Anggaran

Pendapa Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran, 2O,l"8 {Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KAE}UPATEN BARITO SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito

selatan dan perangt<at daerah :sebagai''urrsuf, penyelenggara

pemerintahan daerah. -

)aerah, adalah sekretaris Daerah Kabupaten Barito

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah.iy,.ang selanjutnya disingkat

SKPD adalah satuan Keda Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Seiatan.

6. Badan Perencanaan Pell Daerah yang selanjutnya

disingkat BAPPEDA adal*h' B-adan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kalupaten tsa"rito Selatan.

7. Badan Pengelolaan .Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

9. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Barito Selatan.



11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan

SKPD Kabupaten Barito Selatan serta anggaran yang

diperlukan untuk melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selaljutnya disingkat DPA-SKPD adalah

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh

pengguna aftggaran SKPD dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Barito Selatan.

Pengad.aan barangl jasa pemerintah yang seianjutnya disebut

dengan pengadaan barangljasa adalah kegiatan untuk

memperoieh baraagTjasa

72.

i3.

oleh

Kerja

lembaga

Perangkat

L4.

Kementrian/Lembagaf Satuan,,

Daerahllnstitusi yang prosesnya:'dimulai dari perencanaan

kebutuhan sampai diselesail<aflnla se1uryh kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa.

Barang adalah setiap U.na*i'baik berwuju-d maupun tidak

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

diperdagangkan, dipakai, dipergqnakan atau dimanfaatkan

oieh pengguna barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang

berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau

pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan

yang mengutamakan adanya olah pikir {Brainware)

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan

tertentu yang rnengutarnakan ketrarnpilan (slcillusarel dalam

suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia

usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segaia

15.

16.

17.



pekerjaandanfataupenyediaanjasaselainJasaKonsultansi'
pelaksanaan Peke qaar' Konstruksi dan Pengadaan Barang'

18. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda

bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan

kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa'

19. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana

pekerjaannyadirencanakan,dikerjakandanlataudiawasi
sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran'

instansi pemerintah lain d'anf atau kelompok masyarakat'

lg?4 Daerah Yang 
. 
*"':t'jt":r-

disingkat PPKD adatah Kepala Satuan Kerja 
"""::':'"

Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD

yangmempunyaitugasmelaksanakanpengelolaanAPBDdan

bertindak sebagai Bendah:a'ra U -uq Daerah

2t. Bendahara umum nae@ yarrg,sela11jutnya disingkat BUD

adalah Pejabat 'Pengqlolaan Keuangan dalam lingkungan

Pemerintah Kabqpaterr,'Barito'Selatan yang bertindak dalam

kapasitas sebagai Bendaharawafl.',Umum Daerah Kabupaten

Barito Selatan.

22. Pengguna Anggaran 'yang selaqiutnya disebut PA ada-lah

Pejabat pemegans keygnangan penggunaarr anggaran untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya.

23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA

adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagaian kewenangan Pengguna Anggaran dalam

melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD.

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
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25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat

PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

program sesuai dengan bidang dan tugasnya.

26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK

adalah pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaan

pengadaan barang/j asa-

27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan memperta.nggungiawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD'

28. Bendahara Pengeiuaran adalah pejabat fungsionai yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertaqggungiawabkan uang

unyuk keperluan belanja, daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada SKPD.

29. Kas Umum Daerah adalah te{Epa! penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh Bupati ,untuk menampung seiuruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seiuruh

pengeluaran daerah.

30. Rekening Kas U'rnqry Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah :yang ditentukan oleh Bupati

menarnpung seluruh penerimaan daerah dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang

ditetapkan.

31. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

32. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas

daerah.

33. Pendapatan Daerah adaiah hak pemerintah daerah yang

diakui sebagai penarnbah nilai kekayaan bersih.

34. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

11



35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai

dasar pelaksaan anggaran oleh Pengguna Anggaran'

36. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arlls kas keluar

untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna

mendanai pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penerbitan

SPP.

37. Surat Penyediaan Dana yang seianjutnya disingkat sPD

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk

melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan sPP.

38. Surat Permintaan Pembayarqn yang selanjutnya disingkat

sPP adalah dokumen, ya11g,,, diterbitkan oleh pejabat

bertanggung jawab ata$, pel+Elanaan kegiatan/bendahara

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

39. SPP Uang Persediaan.,Y*.g selanjutnya disingkat SPP-UP

rumen yang diajuk4n-. ahh bendahara pengeluaran

untuk permintaan uang muka kerja yaxg bersifat pengisian

kembali (revclvirrg) yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung:

40. SPP Ganti Uang Persediaan ya]Ig selanjutnya disingkat SPP-

GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

4L. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang

persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat

mendesak dan tidak dapat dipergunakan untuk pembayaran

langsung dan uang persediaan.
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42. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adaiah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas

dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja

lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan,

peruntukkan dan waktu pembayaran waktu tertentu yang

dokumennya disiapkan oieh PPTK.

43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat sPM

adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan sP2D

atas beban Pengeluaran DPA-SKPD.

44. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat sPM-uP adalah dok-umen yang diterbitkan oleh

pengguna AnggaranlKuasa r, ,Perrgguna Anggaran untuk

penerbitan sP2D atas ,beban pengeluaran DPA-SKPD yang

:an sebagai Uang Persediaan untuk mendanai

kegiatan.

45. Surat Perintah Mernballar Ganti Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk penerbitan sP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti

uang persediaan yang teiah dibelanjakan'

46. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk penerbitan sP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD, karena kebutuhannnya sangat mendesak'
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47. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya

disingkat SPM-LS ad.alah dokumen yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaranf Kuasa Pengguna Anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada

pihak ketiga.

48. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat

sP2D ad.alah dokumen yang digunakan sebagai dasar

pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan sPM.

49. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

50. Dokumen Pelaksanaan Perubahaan Anggaran SKPD yang

selanjutnya disingkat DPPA. SKPD adalah dokumen yang

memuat perubahan peadapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan

anggaran oleh Pengguna Anggaran.

51. Badan Layanan Umum Daerah yang seianjutnya disingkat

BLUD adalah sKPDl.unit Keija, pada SKPD dilingkungan

pemerintah d.aerah yang dibentuk untuk memberikan

peiayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

danf atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam rnelakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktifitas-

52. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP

adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi

melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat

permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang

sudah ada,

53. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk untuk

melaksanakan Pengadaan Langsung, Pemrnjukan Langsung,

dan E-trurchasing.
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54.Panitia/PejabatPenerimaHasilPekerjaanyangselanjutnya
disebut(PPHP)ada]ahpanitia/pejabatyangditetapkanoleh
PAIKPAyangbertugasmemeriksadanmenerimahasil
pekerjaan.

55. penyedia barangfjasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan

BaranglPekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa

Lainnya.

56. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar

untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan

nepotisme(KKN)yangditand.atanganiolehPejabatPembuat
' ladaan/Pejabat Pengadaan/unitKomitmen/Panitia Peng

layananpengadaanklroalreme;rttunit}lpenyediabarang/jasa

dalam pelaksanaan penggdaan barangljasa'

57. Dokumen Pengadaan .adaiah dokumen yang ditetapkan oleh

uLP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan

ketentuan yang hams ditaati oLeh para pihak dalam proses

Pengadaan Barang/ Jasa.

58. Kontrak Pengadaan Ba g/Jasa 
Ir"* 

selanjutnya disebut

Kontrak adalah perjanjian tertulis 
, 
aIIt41, PPK dengan

Penyedia B arangl Jasa ataq pelaksana swakelola'

59. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia

BaranglPekerjaan KontruksilJasa lainnya untuk semua

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia

BaranglPekerjaan KontruksilJasa lainnya yang memenuhi

syarat.

60. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia yang

mamplr melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan

yang kompleks.
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61. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan Penyedia

BaranglJasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling

tinggi Rp. 5.0OO.OOO.OOO,- {lima miliar rupiah)'

62. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia

PekerjaanKonstruksiuntukpekerjaanyangbernilaipaling
tinggi Rp. 5.0O0-OO0.000,- (lima miliar rupiah)'

63. Seleksi umum ad.alah metode pemilihan Penyedia Jasa

Konsuitansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oieh semua

Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat'

64. Seieksi sederhana adaiah metode pemilihan Penyedian Jasa

Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling

tinggi Rp. 2O0-OOO.O00,- (dua ratus jut" ttlRith)-.

65. Sayembara adalah metode, ,Ptmitrihan 
penyedia Jasa yang

memperlombakangagqsanorislnal,kreatifitasuTinovasi
tertentu yang hargalbiaya-oy&,. tidak ' dapat ditetapkan

berdasarkan satuan.

66. Kontes ad'alah anetode' pemillg Penyedia Barang 
1"t*

memperlombakan baranglben& tertentu yang tidak

mempunyai harga pasar y hargalbiayanya tidak dapat

ditetapkan berdasarkaQ harga satu4n, 
,

67. Penunjukan Langsung 
, 
adalah metode pemilihan Penyedia

BarangfJasa dengan carat'menunjuk langsung 1 (satu)

Penyedia Barang/Jasa.

6g. pengadaan Langsung adalah Pengadaan BarangfJasa

Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui

Pelelangan f seleksi / Penunj ukkan Langsung'

69. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah

jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak

bersyarat (unconditionatl, yang dikeluarkan oleh Bank

Umurn/Perr.sahaan penjarnin/Perr.sahaal Asuransi yang

diserahkan oleh penyedia Barangf Jasa kepada

PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya
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kewajiban Penyedia Barang Jasa.

70. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan

menggunakan teknologi informasi dan transaksi eiektronik

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7t. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya

disebut LPSE adalah pusat yang melayani proses pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik.

72. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi

elektronik yang memuat daftar, jenis,spesifikasi teknis dan

harga barang teftentu dari berbagai Penyedia BaranglJasa

Pemerintah.

73. E-Purchq"sing adal*h tata cara pembelian B.asanglJasa melalui

sistem katalog elektronik.

74. Standar Harga Satuan dilinghU{Ban Petnerintah Kabupaten

Barito Selatan adalahl Patokan harga satuan untuk berbagai

jenis barang dan jasa,:dilingk-ung€.n Pemerintah Kabupaten

Barito yang standard dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD menrpakan pedoman dalam

melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun

Anggaran 2018.

(1)

Pasa-l 3

APBD berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2O18.

APBD terdiri dari:

a. pendapatan;

b. belanja; dan

c. pembiayaan.

(2\
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Pasal 4

setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah

dilaksanakan melalui rekening Kas Daerah'

Pasal 5

pedoman pelaksanaan APBD mengacu sebagaimana tercantum

pad.a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati, yang terdiri dari :

a. Lampiran I Tentang Gambaran Umum;

b. Lampiran II Tentang Persiapan Penatausahaan Keuangan

Daerah;

c. Lampiran III Tentang Pelaks aan PenataUsahaan Keuangan
: '... a

Daerah;

d. Lampiran IV Tentang Tata :.'Cara Penyaluran dan

Pertanggungiawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

rsidi dan Belanja Bantuan Keuangan;

e. Lampiran v Tentang Kegiatad Pen aan BaranglJasa;

f. Lampiran vI Tentang Pertarr-ggungf awaban Pelaksanaan

APBD; dan

g. Lampiran VII Tentang Pengendalian APBD.

Pasal 6

Pengawasan peiaksanaan APBD dilakukan oleh Aparat

Pengawasan Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten. 

Diundangkan di Buntok 
pada tanggal 4

EDI KRISTIANTO 

Ditetapkan di Buntok 
pada tanggal 4 A:Pril 2018 

BUPATI BARITO SELATAN, 

--) 

2018 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 8 
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR I TAHUN 2A18

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2018

GAMBARAN UMUM

I. PENDAHULUAN :

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatanyarig'meliputipe.regcaflaan,penatausahaan,
pelaporan, pertinggungiawabaa' n peng€wasan keuangan

daerah. Penatausahaan Kel+angan yang rnerupakan bagian

dari Pengelolaan Keuange.n Daerah rTlemegang peranan

penting dalam pr6ses pengelolaan. I{er.rangan Daerah secara

keseluruhan. sedangkqn Keuangan Daerah adalah hak dan

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan

Tahun Anggaran 2018, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup

penatamsahaart, akuntansi, pelaporan, pengawasarr /
pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

20



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mewujudkan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan

sistem dan prosedur penatausahaan keuangan dan

barang daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, sehingga penatausahaan keuangan dan

barang daerah dapat terseienggara dengan baik dan

benar;

Sebagai Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Daerah Kabupaten Barito Selatan.

:.O"*: 
penjabaran fungsi-fungsi penglarusan Keuangan

Daerah.

2.

3.

4. Sebagai alat pengend.alian, pengawasari dan pemeriksaan

dalam penatausahakan,pelaksanaan APBD ; dan / atau

5. Sebagai pedoman penataucqlraan pelaksanaan APBD

agar tenan-rjudnya .:kterpa+lqan dan keserasian dalam

meiaksanakan program keg@.tan, sehingga dapat tepat

waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran,

manfaat serta disiPlin Anggaran.

C. AZAS DAN PRINSIP PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN

1. Azas Umum :

a) Azas Umum Pengelolaan Keuangan :

1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada

aturan perundang-undangan yang berlaku, efektif,

efisien, ekonomis, transparan dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan az;as

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat.

2) Dikeiola secara tertib sebagaimana dimaksud pada

angka 1) adaiah bahwa keuangan daerah dikelola

secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung
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dengan dibukti-bukti administrasi yang dapat

dipertanggungi awabkan'

3) Taat pad.a peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 1)

adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus

berpedoman pada peraturan perundang-undangan

yang beriaku.

4) Efektif sebagaimana dimaksud pada angka U

merupakan pencapaian hasil program dengan target

yang teia.h ditetapkan, yaitu dengan cara

membandingkan keluaran dengan hasil'

5) Efisien sebagaimana dimaksud pada 
T*U" 

1)

rnerupakan pencapaian keluaran yang maksimum

dengan penggr-naan':masukan terendah untuk

mencapai keluarqn tert€ntu.

6) Ekonomis sebagaimana dimaksud angka 1))

merupakan peroiehan masukan dengan kualitas

dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang

terendah.

7) Transp ararL sebagalmana d.imaksud angka 1)

merupakan, prinsip i keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya

tentang keuangan daerah.

8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud angka

1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang

untuk mempertanggungiawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan peiaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam

rangka pencapaian tujuan yang teiah ditetapkan.

9) Keadilan sebagaimana dimaksud angka 1) adalah

keseimbangan distribusi kewenangan dan

22



pendanaannya' d"an/atau keseimbangan distribusi

hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan

obYektif.

10) Kepatutan sebagaimana dimaksud angka 1) adalah

tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan

wajar dan ProPosional'

11)Manfaatuntukmasyarakatsebagairnanadimaksud

angka 1) adalah bahwa keuangan daerah

diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan

masYarakat.

b) Azas Umum Pelaksanaan APBD :

1) Semua p€nerima41 daerah., 
:"' 

pengeluaran

daerah dalalrr':"reqgk" pelaksanaan urusan

pemerintahan,'daerah,'dik"lolu dalam A'PBD'

2l Setiap SKPD' yang mernpuayai tugas memungut

danlatau meaerim4, pend4patqn daerah wajib

melaksagakaa lp,qrnung;tan . dan/ atau penerimaan

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam

p..atur* perundang-undangan.

3) Penerimaar,r SKPD dilar- ng digunakan langsung

unfuk membiayai pengehlaran, kecuali ditentukan

lain oieh peraturan perundang-undangan.

4l Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD

merupakan batas tertinggi untuk setiap

pengeluaran belanja.

5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada

anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak

tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

6) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas

beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari

yang telah ditetapkan dalam APBD.
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)

7\ Pengetuaran helanja daerah menggunakan prinsrp

hemat, tidak rnewah, efektif, efisien dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Prinsip Pelaksanaan APBD.

Prinsip dalam pelaksanaan APBD yang

diperhatikan, antara lain:

perlu

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan

yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap surnber pendapatan, sedangkan belanja

garkan meruPakan batas tertinggi

pengeluaran,belanja) 
;:,,

b) untuk Pengeluaraa atas, beban APBD, terlebih dahulu
, . . . ,,:.,.,,

diterbitkan' Surat :Penyediaa-n Dana (SPD) oleh PPKD

selaku BUD;

c) Semua penerimaan darl pqngeluaran daerah dalam

tahun anggargn YaES-,; bersangkutan harus

dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui

rekening Kas Urnurn Daerah yarrg ditempatkan pada
:

Bank sebagai tempat penyimpa{i Kas Umum Daerah;

d) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa

Pengguna AnggaranfKuasa Pengguna Barang,

Bendahara Penerimaan /Pengeluaran wajib

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

e) Pejabat yang menandatangani dan/atau

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat

bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau

pengeluaran atas pelaksanaan APBD

bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan

akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
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dimaksud; 

f) Seluruh penenmaan SKPD harus disetorkan 

ke Rekening Kas Umum Daerah.

g) SKPD penghasil secara periodik (setiap bulan)

memberikan laporan target dan realisasi pendapatan

kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Ka bu paten Bari to Sela tan melalui Bidang

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;

h) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ataupun

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

dan Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran juga tidak

diperbolehkan membuka rekening dengan atas nama

pribadi pada bank dengan tujuan pelaksanaan APBD;

i) Kegiatan yang terdiri dari sub-sub kegiatan dan untuk

membantu kelancaran tugas dapat ditunjuk Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, PPTK

dan Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara

Pengeluaran.

BUPATI BARITO SELATAN,
·)

EDDY�I
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARTTO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2018

PERSIAPAIEPENATAUSA}IAANKEUANGANDAERAH

A. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

1. Kepala BPKAD Kabupaten Barito selatan selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Dae1aL:,'{FPKD} yaitu Kepala Satuan

Kerja Pengelola Keu.ngqn Daer4[ yang selanjutnya disebut

sKpKD dan bertindak, ieuagai' Bendahara umum Daerah

(BUD) mempunYai tugas :

a) Menyusun dan rrrelaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah;

b) Menyusun fancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD;

c) Melaksanakan pemurrsuta4 pendapatan daerah yang

telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

d) Melaksanakan fungsi BUD;

e) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

f) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

g) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
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2' Kepala B'KAD Kabupaten Barito seratan seraku BUD
berwenang:

a) Men5rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan ApBD;
b) Mengesahkan DpA-SKpD/DppA_SKpD;
c) Melakukan pengendalian pelaksanaan ApBD;
d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
Menetapkan Surat penyediaan Dana (SpD);

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

g) Mengusahakan dan mengatur dq"na yang diperlukan

e)

f)

h)

il

i)

k)

dalam pelaksanaan ApBD;

Menyrmpan uang daerah;

Melaksanakan kebijakern dan,'pedoma-n pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah;

Melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelol a / menatausahakan inve stasi ;

Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaf,an atas beban rekening kas urnum
daerah;

U Meiaksanakan sistem akrrntansi

keuangan daerah;

dan pelaporan

m) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

n) Melakukan penagihan piutang daerah; danlatau
o) Menyajikan informasi keuangan daerah.

3. Kepala BPKAD Kabupaten Barito selatan selaku BUD

menunjuk pejabat kuasa BUD kepada :

a) Kepa-1a Bidang Pernbiayaan Daerah BPKAD Kabupaten
Barito Selatan dan Kepala Sub Bidang Anggaran dan
PKD selaku kuasa BUD bertugas menyiapkan anggaran
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b)

kas dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Kepala Bidang Pembiayaan Daerah BPKAD Kabupaten

Barito selatan dan Kepala sub Bidang Perbendaharaan

selaku kuasa BUD bertugas menyiapkan dan

menandatangani surat perintah pencairan dana (sP2D)

dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran I
Pengguna Barang atas beban rekening Kas Umum

Daerah serta melakukan pengendalian pelaksanaan

APBD;

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan selaku kuasa BUD

bertugas antara lain :

1) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan

Daerah berupa surat*-surat' Lrerharga;., -:. .:..

2) Memantaulpelaksanaan,pegerimaan dan pengeluaran

APBD oleh Ballk,'atau ler.{lbaga keuangan lainnya;

c)

danf atau
r -r l

3) Menyimpal-I uang, ' dae'rah serta
' t: ": ::'::'

penempatan uang daerah.

melaksanakan

B. PENGELOLA KEUAN&AN'ISKPD ''

1. Pengelola Keuangan SKPD terdiri atas :

a) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

b) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Baralg;

c) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD {PPK-SKPD};

d) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

e) Bendahara Penerimaan;

f) Bendahara Pengeluaran;

g) Bendahara Penerirnaan Pembantu;

h) Bendahara Pengeluaran Pembantu;

i) Bendahara Barang;
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j) Pengums Barang;

k) Pembantu Pengurus Barang;

1) Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji; dan

m) Pembantu Bendahara.

2. Uraian T\rgas Pengelola Keuangan SKPD.

a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

1) Pejabat Pengguna' Anggaran/Pengguna Barang

mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab

atas tertib penatausahaan anggaran yang

dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya,

termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola

oleh Bendahara Pengeluaran.

2| Ttrgas Pejabat Per*$gurtar,&lrggaranlPengguna Barang

antara lain sebagai berikut :

a) Men5rusun RKA-SKPD, yang dipimpinnya;

b) Menyusun DPA-SKPD yang dipimpinnya;

c) Melaksanakan, gga"ran SKPD yang dipimpinnya;

d) Melakukan p-engujian atas tagihan dan

memerinta,hkqn pembayaraq; 
'

e) Melaksanakan pernungutatr penerimaan bukan

pajak;

0 Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah

ditetapkan;

g) Menandatangani Surat Perintah Membayar

(sPM);

h) Mengeiola utang dan piutang yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

il Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah

yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

dipimpinnya;
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3)

j) Menlrusun dan menyampaikan laporan keuangan

SKPD yang diPimPinnYa.

k) Mengawasi pelaksanaan arrggaran SKPD yang

dipimpinnYa;

U Melaksanakan tugas-tugas pejabat pengguna

anggaranl pe.tgguna barang lainnya berdasarkan

kuasa yang diiimpahkan oleh Bupati;

m) Bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'

Pejabat Pengguna Anggqran/Pengguna Barang dapat

melimpahkan sebagai kewenangannya kepada

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Barang; . ,, 
,

Pejabat Fenggunar'"Angggr+n mengusulkan Pejabat

Kuasa Pengguna Ang€aranlKuasa Pengguna Barang

dan Bendahara PenerirnaanlBendahara Pengeluaran

serta Bendahara Peneri-glaan Pembantu/Bendahara

pengeluaran pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu Gaji dan pejabat yang diberi wewenang

mengesahkan SPJ kepada Bupati melalui Sub

Bidang Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Apabila Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang berhalangan sementara, maka Pejabat

Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dapat

mengusLllkan kepada Bupati untuk menetapkan

pejabat sementara yang diberi kewenangan sebagai

Pejabat Penggqna Anggaranf Pengguna Barang

termasuk penandatanganan SPM dan tugas-tugas

lain dalarn pengelolaan keuangan SKPD.

4l

s)
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b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;

1) PPK-SKPD memPunYai tugas :

a)MenelitikelengkapanSPP-LSpengadaanbarang
dan jasa yang disampaikan oleh bendahara

pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

b) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,

SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta

penghasilan

c) Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang diajukan oleh

bendahara Pengelu ar ar:;

d) Meiakukan verifikasi SPP;

e) Menyiapkan SPM ,yang akan diterbitkan oleh

Pengguna Anggqrqn tPA) ;

f) Menyiapkan , dokumen-dokumen Penatusahaan

Keuangan; '

g) Melakukan verifikasi atas laporan

pertanggungiawaban yang di sampaikan
j'

Bendahara Pen gelu ar arr;

h) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan (bagi

SKPD penghasil PendaPatan);

i) Melaksanakan sistern akuntansi SKPD;

j) Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

k) Menandatangani pengesahan SPJ;

sedangkan untuk Penandatanganan Pengesahan

Laporan SPJ ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran;

2) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat

yang hertugas melakukan pemungutan penerimaan

l:egaraf daerah, bendahara, danf atau PPTK.
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c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD;

i) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Barang daiam melaksanakan program dan kegiatan

menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;

2) Penunjukan PPIK sebagaimana dimaksud angka 1)'

berd"asarkan pertimbangan kompetensi jabatan dan

Pertimbangan obYektif lainnYa;

3) PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna

ilPengguna Barang sebagaimana O:*.1:l
angka 2), bertanggung jawab atas n;]aksanaan tugasnya

kepada Pej abat Pengguna Anggaran 1 Pengguna Barang;

4) PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Kuasa Pengguna
....:.i

AnggaranlPengguna,,'Birang, se'bagaimana dimaksud

angka 3), bertanggugg jawab'tatas pelaksanaan tugasnya

kepada Pengguna Anggaranl Pengguna Barang;

5) PPTK sebagairnana,',:dilnaksud, angka 41, mempunyai

tugas :

a) Menyusun jadwal kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

c) Melaporkan I perkerybangan pelaksanaan kegiatan

kepada Pengguna Anggaran rnelalui Pejabat

Penatausahaan Keuangan;

d) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup

dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen

administrasi yang terkait dengan persyaratan

pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan;

e) Bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran,

manfaat kegiatan yang dikendalikannya.
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d. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

1) Bendahara Penerimaan.

a) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang

bersangkutan;

b) Dalam meiaksanakan tugasnya, Bendahara

Penerimaan dapat dibantu oleh Bendahara

Penerimaan Pembantu;

1) Dalam melaksanakan penatausahaan atas

penerimaan Bendahara Penerimaan

menggunakan :

a. buku kas urrnrrn;

b. buku pem-bantu per rincian obyek penerimaan;

dan ' 
:'

c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

2) Dalam melakukan penatausahaan menggunakan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);

b. Surat Ketetapan Retribusi {SKR);

c. Surat T*nda Setoran {STS}

d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan

e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

3) Dalam membuat laporan pertanggungjawaban

Bendatrara Penerimaan diiampiri dengan :

a. buku kas umum;

b. buku pembantu per rincian obyek penerimaan;

c. buku rekapitulasi penerimaan harian;

d. Buku realisasi penggunaan benda berharga; dan

e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
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2) Bend-ahara Pengeluaran' 
tugas

Bendahara Pengeluaran mempunya-l

menerima/ menyimpan I rrLembayarkan'

menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan'

Tugas Bend'ahara Pengeluaran :

a) Mengajuka-n Surat Permintaan Pembayaran (SPP)'

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Barang dan Jasa'

SPP-LS Gaji dan Tunjangan lainnya melalui PPK-

SKPD berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

b) Mencatat seluruh penerimaan berdasarkan SPM yang

diterima dan mencatat seluruh pengeluaran

berdasarkan tanda'$-uti"yeng sah, dengan tertib dan

teratur kedalam:.satu buklr kas umum dan buku
.i

pembantu laianya serta' buku register lainnya

berdasarkan kode mata anggaran (rekening) dalam

APBD;

c) Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan

pengeluaran serta dokumen lainnya sebagaimana

poin a dan b diatas secara,, tcrLib da't teratur guna

memudahkan pencarian dokumen bila sewaktu-

waktu diperlukan.

d) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara

pengeluaran secara administrasi bertanggungjawab

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling

lambat tanggal 1O bulan berikutnya;

e) Secara Fungsional agar menyampaikan laporan

pertanggungiawaban penggunaan Keuangan yang

rnenjadi tanggung jawabnya kepada Pejabat yang

melaksanakan fungsi PPKD selaku BUD paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya setelah mendapat
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pengesahan dari Pengguna Anggaran;

untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir

tahun anggaran pertanggungjawaban pengeluaran

keuangan buran desember disampaikan paling lambat

tanggal 31 Desember'

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara

Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara

Pengeluaran yang fungsi dan tugasnya :

1) Pembuku.

a. Meiaksanakan sebagian tugas Bendahara

Pengeluaran dihidang pembukuan dalam ha1

pelaksanaan penatausahaan pengelola

keuangan daerah;

b. Mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti

SPD, SPP, S'PM, SPZD'dan SRI;

c. Mencatat, menyirnparl dan pengambilan uang

keldari Bank Pada Buku Bank;
- n PenYetoran PPn/PPhd. Mencatat Penerimaaa da

pada Buku Pembantu Pqiak;

e. Mencatat setiap SPM serta bukti-bukti

pengeluaran ke daiam Buku Kas Umum;

f. Mencatat dalam Buku Pembantu Belanja atas

Surat Pertanggungiawaban (SPJ) Kasir

Pengeluaran

g. Menyusun SPJ Satuan Kerja'

2) Pembuat Dokumen.

a. Melaksanakan sebagian tugas Bendahara

Pengeluaran dalam pembuatan dokumen

pengelolaan keuangan daerah;

b. Mencatat, mengarsipkan/menyimpan dokumen

seperti DPA, SK Penunjukan Pengelola
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Keuangan SKPD dan dokumen Kontrak serta

dokumen lainnYa;

c. Menyiapkan laporan penerimaan dan

pengeluaran {Realisasi Keuangan) SKPD secara

periodic bulanan, triwuian dan akhir tahun

anggararl.

g) Dalam hal Bendak:ara berhalangan, maka :

1) Apabila melebihi 3 {tiga) hari sampai paling lama 1

{satu bulan, Bendahara tersebut wajib

memberikan surat kuasa kepada staf yang

ditunjuk untuk meiakukan pembayaran dan

tugas-tugas bendahara Pengeluaran atas tanggung

jawab Bendahara PenerimaanlPengeluaran yang

bersangkutarr,. dengan':' diketahui <lleh Pejabat

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

2l Apabila melebihi 1,, {$atu} bulan sampai paling

lama 3 {tigat 'bular,,.h-{rus ditunjuk Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran pengganti dan diadakan

Berita Acara Serah Terima;

3) Apabiia ,r Bendahara ', PenerimaanlPengeluaran

sesud"ah 3 {tiga} bulan belum juga dapat

melaksanakan tugas, maka dianggap yang

bersangkutan telah mengundurkan diri atau

berhenti sebagai

penerimaan/pengeluaran dan

pengganti.

bendahara

segera diusulkan
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C. LAIN-LAIN

1. Khusus untuk pelaksanaan fungsi pengelolaan Keuangan

Daerah, Kepaia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah bertindak selaku Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang untuk pelaksanaan :

a) Kegiatan-kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;

b) Belanja bunga, belanja hibah' bantuan sosial' belanja

subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak

terduga;

c) Pengeluaran pembiayaan dan pengembalian atas

kelebihan setoran PendaPatan'

2. Da|arn melaksa:rakqn fungsi Pengelol'aan Keuangan Daerah

pada Badan Pengelolqarl''Kut**1'gan dan Aset Daerah

Kabupaten Barito Se|$l! se!1qai PPKD dapat ditunjuk

Bendahara Pengeluaran dan,Be*dahara Penerimaan.

D. PENYUSUNAN DOKUME}T..PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA}

DAN ANGGARAN KAS.

1. Penyusunan DPA.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran ,satrlan 1Keqa Perangkat

Daerah {DPA-SKPD} m,e:'upakarr dokumen yang memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh pejabat pengguna

anggaranlpengguna barang dan rencana penarikan dana

untuk pengeluaran yang dibutuhkan tiap-tiap SKPD serta

pendapatan yang telah diperkirakan.

Mekanisme penyusllnan DPA-SKPD sebagai berikut :

a) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

memberitahukan kepada semlla Kepala SKPD agar

men5rusun dan menyerahkan Rancangait DPA-SKPD;
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blTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan

verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD bersama-sama

dengan Kepala SKPD;

c) Sebelum disahkan menjadi DPA-SKPD terlebih dahulu

dilakukan review oleh Inspektorat;

d) Berdasarkan hasil verifikasi dan review tersebut, Kepala

Badan Pengeiolaan Keuangan dan Aset Daerah

mengesahkan rancangall DPA-SKPD dengan persetujuan

Sekretaris Daerah;

e) DPA-SKPD y"rrg telah disahkan disampaikan kepada

Kepala SKPD;

0 DPA-SKPD yang teiah disahkan digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran olen Kepala SKPD.

2. Peny-usunan Anggaran Kas.

Anggaran kas mernuqt'perkiraan arLls kas masuk yang

bersumber dari penerimaan danrperkiraan arus kas keluar

yang digunakan un!1$ mendanai pelaksanaarl kegiatan

daiam setiap periode.

a) Kelengkapan Administrasi pada Bidang Pembiayaan

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan 'dan Aset Daerah

Kabupaten Bar:ito Selatan.

i) Sub Bidang Anggaran dan PKD :

a) SK Penunjukan Pejabat Keuangan Daerah;

b) DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c) Anggaran Kas;

d) Surat Penyediaan Dana (SPD);

e) Buku Register SPD;

f) Buku IWP, PPh Gaji dan Taperum;

ii) Sub Bidang Perbendaharaan :

al SP2D;

b) Buku Register SP2D;

c) Surat Penolakan Penerbitan SP2D;
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d) Buku Register Penolakan Penerbitan SPZD;

e) Daftar Penguji SP2D;

0 Realisasi Pencairan SP2D;

g) Berita Acara Rekonsiliasi Belanja dengan SKPD;

h) Surat Perintah Transfer Uang (SPTU);

i) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran;

j) Laporan Bulanan Rekonsiliasi Bank;

b) Kelengkapan Administrasi pada Bidang Akuntansi dan

Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Barito Selatan.

0 Sub Bagian Pelaporan :

a) Jurnal Khusus Beiryrja;

b) Jurnal Pengelgargn Kas;

c) Jurnal Urlrurn;r,.." ':' ,

4l Buku Besar; ,,,

5) Laporan Semester Pertama Pemda;

6) Laporan Realisasi Anggar,an Pemda;

7) Laporan Perubahan Saldo "A.nggaran Lebih;

9) Laporan'Operasional; ' '' .''

11) Laporan Perubahan Ekuitas;

l2l Catatan Atas Laporan Keuangan Pemda;

13) Pernyataan Tanggungjawab Bupati.

14| Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah;

15) Surat Tanda Setoran (STS);

16) Laporan bulanan Realisasi Penerimaan Daerah;

17\ Laporan bulanan Realisasi Pengeluaran Daerah;

18) Laporan bulanan Realisasi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah;

19) Laporan Bulanan mutasi penempatan Deposito;
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c) Kelengkapan Administrasi pad'a Bidang Penagihan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

l.MengoiahProd'ukHukumdibidangPendapatanAsli
Daerah (PAD);

2.MenyusunSitemdanProseduralurPengelolaanPajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Kartu Data Obyek Pajak/Retribusi;

4. Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah

5. Usuian Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

6. Jurnal Khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD);

nerimaan Kas;

8. Surat Tanda Setoran'(S"Sh.

9. Laporan Realisasi I Penerimaan dan Tunggakan

Pajak/Retribusi;'

1O. Laporan Perhitungafl Realisasi Jasa Bank (Bunga

Bank) seluruh Rekerring Kas, Daerah;

1 1. Laporan Piutang PajaklRetribusi Daerah, dan

12. Menyampaikan Laporan Buianan Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah {P'AD) kepada Bendahara

Umum Daerah (BUD),

d) Kelengkapan Administrasi pada Bidang Dana

Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah :

1. Penataan Produk Hukum Dana Transfer;

2. Menlrusun Sitem Prosedur Alur Pengelolaart Dana

Transfer;

3. Menyiapkan dan rnenyampaikan Data Dasar

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ke Dirjen

Perimbangan Keuangari.
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4. Jurnal Pendapatan Dana Transfer;

5. Real-Time Gross Settlement (RTGS); dan

6. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Dana

Transfer kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

e) Kelengkapan Administrasi :

a. Bendahara Penerimaan.

1. Buku Kas Umum Penerimaan;

2. Buku Pembantu Rincian Obyek Penerimaan;

3. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian;

+. Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu;

5. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Secara

Administratif;

6. Laporan Pertanggqn$awaban Penerimaan secara

7. Register Pengtriman Pertanggungjawaban

Penerima arrr; 
' 

:

8. Register Penerimaan'.,.Pengesahan Pertanggung

jawaban Penerimaan;

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah {SKPD);

1O. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

11. Surat Tanda Setoran (STS).

b. Bendahara Pengeluaran.

1) Surat Pengantar SPP UP/GUITU/LS Gaji/LS

Barang dan Jasa/LS PPKD;

2\ Ringkasan SPP UP IGU ITU/LS Gaji/LS Barang

dan JasalLS PPKD;

3) Rincian rencana penggunaan SPP

UPIGU/TU/LS Gaji/LS Barang dan Jasa/LS

PPKD;

4| Buku Kas Umum Pengeillaran;

5) Buku Simpanan Bank;
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6) Buku Panjar;

7\ Buku Pajak PPN/PPh;

8}BukuRekapitulasiPengeluaranPerincian
Obyek;

10) Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara

Pengeluaran;

11)BeritaAcaraPemeriksaanKasBendahara
Pengeluaran Pembantu;

12) Kartu Kendali Kegiatan;

13) Laporan Pertanggunglawaban Pengeluaran secara

administratif;

14) Laporan Pertanggungrawaban Pengeluaran secara

fungsional; ' ,

1 5) Register Pengeq$an, SF, J Pengeluaran;

16) Register SPP$/GUITU/LS;

17) Register SPM-UP/GU/TU/LS;

18) Registe; Surat p6setqftS{} Penerbitan SPM;

19) Bukti Pengel-uar',an Dana.
't-.

1) Fungsi Ferbendaharaarl

a) Register Penerimaan SPP;

b) Pengantar SPM;

c) SPM;

d) Register SPM;

e) Sural Penolakan Penerbitan SPM;

0 Register Surat Penolakal Penerbitan SPM-

2l Fungsi Verifikasi

a) Register Penerimaan Laporan Pertanggung

jawaban Penerimaan;

c) Register Pengesahan Laporan Pertanggung

jawaban Penerimaan;
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR S TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2018

PELAKSAIIAAIIPEIEATA{,SAIIAANKEUAI{GANDAERAH

A. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PF.'NERIIV{AAN

Prosedur penerimaan merupakqn' ser&flgkaian proses

**rr"ri*r, .,, men{ffpan, menyetor dan

mempertanggungiawabkan'-,p*n"q14** uang, yang berada

dalam pengelolaan SKPD.

Penerimaan Daerah disetor ke rekening kas daerah'

L. Prosedur Setoran.tltelaiUi Bend a Penerirnaan'

a) wajib Bayar/Pihak Ketiga menyetorkan Penerimaan

daerah keBada Bendahara Penerimaan disertai

Lampiran SKtr-D; 'SKR'D dan,Tatau tanda bukti

pernbayaran lainn5rai,

b) Bendaltara Penerimaan :

1) Menerima setoran uang dari Wajib Bayar/Pihak

Ketiga;

2)

3)

Menghitung jumtah uang yang diterima dan

mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam

SKP-D atau SKR-D;

Menyetorkan seluruh uang yang diterima ke rekening

Kas Umum Daerah;

4l Menerima 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar

tembusan Surat Tanda Setoran dari Bank tempat
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penyimpanan rekening Kas Daerah;

5)Secaraadministratifharusmempertanggung
jawabkan penerimaan kepada Pengguna Anggaran

beserta bukti-bukti Penerimaan;

6) Secara fungsional harus menyampaikan laporan

pertanggungiawaban kepada Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah {Sub Bidang

AkuntansidanPelaporan)yangdilampiridengan
BKU.

7) Dokumen-dokumen yang digunakan :

a. Buku Kas Umum Penerimaan;

b. Rekapifulasi Penerimaan Harian;

c. Buku Pernbantu Rincian obyek pendapatan;

d. Surat Ketetapaq trajakDaerah {SKP-D};

e. surat Ketetapan:'Retri'busi Daerah (SKR-D);

f. Surat Tanda Se'toraq (STS;);

g. Bukti Penerin:aan Lainnya yang. sah.

c) Dokumen-dokrrme,',,,,'yang,,, digqnakan Bendahara

Penerimaan Pembantu :

1. Buku Kas Umum Pembantu;

2. Buku Kas Penerjmaan Harian Pembantu;

3. Buku Pembantu Rincian ob-yek pendapatan;

4. Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu;

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

7. Surat Tanda Setoran (STS);

8. Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.

B. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. Pengajuan Surat Perrnintaan Pernbayaran (SPP).

Pengajuan SPP terdiri dari:

a) SPP Uang Persediaan {SPP-UP);
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b) SPP Ganti Uang (SPP-GU);

c) SPP Tambahan Uang (SPP-TU);

d) SPP Barang/Jasa (SPP-LS);

elSPPGajidanT\rnjanganPegawai(SPP-LSGajidan
T\rnjangan).

Berdasarkan sPD atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran

mengajukan sPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-

LS Gaji/Tunjangan lainnya kepada Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat Kuasa

penggunaf Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD sebagai

dasar penerbitan Surat Perintah,MembaYar {SPM)'

Bendahara pengeltraranrdapat mengajukan sPP-uP

kepada Pejabat Pengguna, Anggaran/Pengguna Barang atau

pejabat Kuasa Pengguna''Anggaran kuasa Pengguna Barang

melalui PPK-SKPD rnelakuk4q- perrer,bitan sPM dalam rangka

bersifat tetaP,pengisian uang persediaan: pengeluararr yang

seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor

sehari-hari. untuk kegiatan yang akan 
,segera 

dilaksanakan

dapat diajukan sesuai dengan kehutuhan yang direncanakan

dan diberikan sekali dalam setahun dan belum membebani

pagu anggaran.

a. Pengajuan SPP-GU.

1) Setelah Dana Uang Persediaan digunakan, untuk belanja

beberapa kegiatan dan untuk mendapatkan dana

selanjutnya, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan

SPP-GU sebagai pengganti dana sebelumnya;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atam

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Barang melalui PPK-SKPD;
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3) SPP-GU diajukan untuk pengisian uang persediaan yang

telah digunakan;

4l Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari :

a) Surat Pengantar SPP-GU;

b) Ringkasan SPP-GU;

c) Rincian SPP-GU;

d) Salinan SPD;

e) Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Bendahara Pengeluaran SPJ GU sebelumnya yang

ditandatangani oleh PPK-SKPD.

5). Surat pengesahan iaporan pertanggungjawaban

bendahara pe1rgeluara]r -atas pgnggunaan dana sPP-

UP/GUITU sebelurnq-Y&: ' .' i.

6). Surat pernyataan,:5qa$g ditandatangani oleh Pejabat

Pengguna AnggatarL/Pengguna Barang atau Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

yang menyatakan,,, hahwa..uiang yrylg diminta tidak

digunakan untuk keperluan seiain Ganti Uang

b. Ketentuan SPP-UP dan SPP-G[-I :

a) Keperluan pengeluaran sehari-hari yang

dipertanggungi awabkal oleh bendahara;

b) Pengeluaran dapat diganti kembali dengan mengajukan

SPP-GU dengan melarnpirkan pengesahan SPJ;

c) Dana Uang Persediaan diajukan untuk pengisian uang

persediaan bukan untuk pembayaran langsung dan

diberikan sekali dalam setahun;

d) Pelaksanaan pembayaran dengan beban SPP-UP/GU

harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku,

harus
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antara lain:

1) Setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui

dana pada kode rekening anggaran yang disediakan

dalam DPA;

2) Setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti

yang sah;

3) Pembayaran untuk pembelian langsung kepada satu

pihak ketiga tidak diperkenankan melebihi jumlah

sebesar Rp. 50.O00.O0O,O0 (lima puluh juta rupiah),

kecuali unfi-rk pembayarq"n biaya langganan daya dan

jasa ser:ta biaya pengadaan bahan bakar minyak

(BBM) mela-lui Pertamina/ SPBU;

a) Dalam setiap pem'b,qyaran harus dilaksanakan

ketentua-tr**-ngeeaip*!pei.et"rt*;

5) Dana Uang Persediaen tid* bnleh digunakan untuk

pengeluaran y,ang ' menurut ketentuan harus

dibayarkaa dengap SPP-LS;

c. Pengajuan SPP- TU. ' ,'' ,-,

1) SPP-TU diajukan ,rnt rk'diaambJ uang persediaan;

2) Bendahara P,elgeiuaran mensajg!11 Spp-TU kepada

Pejabat Pengguna AnggaraalPenggl4na Barang atau Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaranffiuasa Pengguna Barang melalui

PPK-SKPD;

3) Ketentuan SPP-TU antara lain:

a) Digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat

mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan harus

segera dilaksanakan;

b) Tambahan uang digunakan untuk kebutuhan satu bulan

dan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang

menurut ketentuan berlaku harus dibayarkan dengan

SPP-Langsung (LS);

c) Jika tambahan uang persediaan tidak habis digunakan
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daiam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan uang harus

disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah pada

akhir periode permintaan uang persediaan, kecuali :

(1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu)

bulan;

{2) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang

telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa dl

luar kendali PA/KPA.

4) Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari :

1). Surat Pengantar SPP-TU;

2). Ringkasan SPP-TU;

3). Rincian SPP-TU;

4). Salinan SPD;

5). Rekening Koran yangMenunjukan lalgo Terakhir.

6). Surat keterangan,:'yang memuat penjelasan keperluan

pengisian tambahan uang persediaan;

7). Surat pernyataan unfuk ,di,tandatange.ni oleh Pejabat

Pengguna Aqggaran/P,eaSry1a Barang atau Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran/Kua.sa Pengguna Barang

yang menyatakan bahwa uang 
r ,,Y&nB 

diminta tidak

dipergunakan utr_k kepqrluan selain Tambahan Uang

Persediaan saat pengajuan SP2D;

8). Lampiran lainnya.

d. Pengajuan SPP-LS.

Ketentuan Pembayaran melalui pembebanan Langsung {LS}:

1. Pelaksanaan pembayaran ke pada pihak keliga yang

nilainya di atas Rp. 5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah);

Jasa pelayanan kesehatan;

Pengeluaran pembiayaan.

)

3.
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1) Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa

a) Atas dasar permohonan PPTK, bendahara pengeluaran

mengajukan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa kepada

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaranf Kuasa Pengguna Barang melalui

PPK-SKPD, untuk pembayaran uang muka atau

pernbayaran atas prestasi pekerjaan (terminlMC) paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima permohonan

pembayaran dari penyedia barang/jasa;

b) Kelengkapan dokumen SPP-LS mencakup :

1) Surat Pengantar SPP-LS;

2) Ringkasan SPP-LS;

3) Rincian SPP-LS;

4) Salinan SPD;

5) Surat Pernyataan ?anggung Jawab PA/KPA;

6) Kuitansi berrnaterar ,yang djtandatangani Pihak Ketiga

disetuiui oleh PA/ KPA dA4 : Bendahara Pengeluaran;

7) Kontrak;

S) Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang

dikeluarkan oieh Bank atam Lembaga Keuangan Non

9) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan:

1O) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan;

11) Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;

12) Berita Acara P2HP dan Dokumentasi;

13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan:

14) Berita Acara Pembayaran:

15) Laporan dan Back Up Data:

16) SSP PPn dan PPh disertai Faktur Pajak:

17) Kelengkapan lainnya yang diisyaratkan.

13) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat
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2\

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain Pembayaran

Langsung (LS)'

Pengajuan SPP-LS Gaji dan T\rnjangan Pegawai serta

Penghasilan LainnYa'

Pengajuan SPP-LS Gaji Induk dibuat rangkap 5 dilampiri

dokumen sebagai berikut :

a. Surat Pengantar SPP-LS;

b. Ringkasan SPP-LS;

d. Salinan SPD; ,.. .;,,,:

e. Daftar Gaji dan Tun:aqggr: *u*a T'tlnjarrgan lainnya; dan

f. Nomor Rekening Bendiihara Pen$uaran pada Bank tempat

penyimpanan Kas Umurlt Daeraiq '

pengajuan sPP-LS Belanja, F.egawai-'saji susulan, Kekurangan

Gaji dan tunjangalr Jabatan dan Uang Buka Wafat/Tewas,

dibuat rangkap 5 {lima} dilampiri dokumen sebagai berikut :

a) Nomor Rekening tsendahara Pengeluaran pada Bank

tempat penyirnpanan Kas Umum Daerah;

3)

b)

c)

Daftar Pengantar SPP;

Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pegawai

dengan dilampiri :

d) Copy SK Capeg (dilegalisir);

e) Copy SK Mutasi (dilegalisir);

q Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Ttrgas (dilegalisir);

g) Tembusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

(SKPP);

h) Tembusan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan

Pembayaran Tlrnjangan Keluarga {SKUM-PTK) .
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4\susulanGajikarenadijatuhihukumandisiplindiiarnpiri:
a) Copy SK Pangkat terakhir (dilegalisir);

b) Copy SK hukuman disiplin dari bupati (dilegalisir)'

5) Untuk Kekurangan Gaji dilampiri :

a) Copy SK kenaikan pangkat (dilegalisir);

b) CoPY SK Berkala (dilegalisir);

c) Copy daftar gaji PNS yang bersangkutan sebelum naik dan

da.ftargajisetelahadakenaikanyangditregalisirSKPD.

6) Pembayaran Kekurangan Tunjangan Jabatan dilampiri:

a) Copy SK Jabatan Struktural {di1ega1i'sir};

b) Copy SK Jabatan Fungsional {@egalisiri; 
-. - .

c) Copy Surat Pern-vataan Pelaflt$1. {dilesaltut:}t 
.

d) Copy daftar gaji PNS ya:rgrber$ryan .:::'1rn:raik dan

d.aftar gaji setelah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD.

7\ Pembayaran Terusan G4ii, (dib.A selama 4 bulan)

dilampiri :

KePala Keiurahana) Copy Surat Keterangan Kemadan dari -

b) Copy SK Pangkat Terakhii {dilegalisir};

c) Copy Surat Nikah (dilegalisir);

d) Potongan luran Wajib Pegawai {IWP} sebesar 2 7o.

8) Pembayaran Uang Duka Wafat (diberikan 3 kali gaji terakhir

yang diterima), dilampiri :

a) Copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan

dan Camat (dilegalisir);

b) Copy Surat Keterangan ahti waris yang diketahui oleh

Kepala Kelurahan dan Camat {dilegalisir);

c) Surat Keterangan Kematian dari Instalasi yang
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bersangkutan;

d) Copy SK Pangkat terakhir (dilegalisir)'

g) Pembayaran uang Duka Tewas (diberikan 6 kali gaji terakhir

yang diterima), dilamPiri :

a) copy surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan

dan Camat (dilegalisir) ;

b) copy Surat Keterangan ahii waris yang diketahui oleh

Kepala Kelurahan dan Camat (dilegalisir);

c) Surat Keierangan Kematian dari Instansi yang

bersangkutan;

d) Copy SK Pangkat terakhir (dilegalisir);

e) copy sK dari Badan Kepega. raian D- aerah atau Pejabat lain

yang ditunjuk dalam lingkungannya (diiegalisir) ;

0 sambil menunggu po11r!,. no;S) ,diatas sernentara dapat

mengajukan Uang Duka/ Wafat.

. lri.' .

1O) Pengajuan SPP-LS AsKBs.,,dibuat,':1angkap 3 (tiga) dilampiri

dokumen sebagai berikut :

a) Surat Pengantar SPP;

b) Surat Permintaan Pernberyararr;

c) Rekapituiasi Daftar Gaj,i.

e. Penerbitan SPM.

1. Setiap SPP yang memenuhi persyaratan dinyatakan lengkap

dan sah, akan dibuatkari rancangan SPM oleh PPK-SKPD

selanjutnya dimintakan tandatangan Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi

wewenang menandatangani SPM. Penerbitan SPM paling

lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP;
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2. Apabila SPP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan

menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan sPM yang

ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang atau Pejabat yang diberi wewenang menandatangani

sPM dan selanjutnya diberikan kepada Bendahara

pengeluaran untuk dilakukan penyempurnaan. penoiakan

penerbitan sPM paling lambat 1 {satu) hari kerja sejak SPP

diterima;

3. SPM yang telah diterhitkan, untuk selanjutnya diajukan

kepada PPKD Seiaku Bendahara l-Irnum Daerah (BUD)

untuk penerbitan SP2D;

4. Penatausahaan pengeiuaran surat Perintah Membayar

(SPM) dimaksud dilaksanakq4 oleh PPK-SKPD;

pengajuan 'SPM Uang Persediaan (SPM-UP)

sebagai dasar penerbitan SP2D-Uang Persediaan (UP) :

a) Surat Pengantar Pengajuan SP2D-UP yang

d itandatangani oleh PAI KPA-

b) SPM;

d) Ringkasan SPP-UP;

e) Rincian SPP-UP;

f) Salinan SPD;

g) Stempei Verifikasi PPK-SKPD pada SPM;

h) Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Bendahara Pengeluaran SPJ GU sebelumnya yang

ditandatangani oleh PPK-SKPD dan diketahui oleh

PA/KPA SKPD.

Persyaratan Pengajuan SPM-Ganti Uang Persediaan (GU)

sebagai dasar penerbitan SP2D-Ganti Uang Persediaan

{GU) :

1) Surat Pengantar Pengajuan SP2D-GU yang
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ditandatangani oleh PA/ KPA.

2l SPM;

3) Surat Pengantar SPP-GU;

4) Ringkasan SPP-GU;

5) Rincian SPP-GU;

6) Salinan SPD;

7\ Stempel Veri{ikasi PPK-SKPD pada SPM;

S) Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban {LPJ)

Bendahara Pengeluaran SPJ GU sebelumnya yang

ditandatangani oleh PPK-SKPD dan diketahui oleh

PA/KPA SKPD.

g. Persyaratan Pengajuan SPM-Tambah Uang (TU) sebagai

dasar penerbitan SP2D-Tambah Uang (TU) :

1) Surat Pengantar " Peqglj,uao 'SP2D-TU yang

ditandatangani oleh PA/ KPA.

2) SPM;

3) Surat Pengantar SPP-TU;

5) Rincian SPP-TU;

7) Stempel Verifikasi PPK SKPD pada SPM;

S) Rekening Koran yang menunjukan Sa-ldo Terakhir.

h. Persyaratan Pengajuan SPM-LS Barang dan Jasa sebagai

dasar penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa :

1). Surat Pengantar Pengajuan SP2D-LS Barang dan Jasa

yang ditandatalgani oieh PA/KPA.

2),. SPM;

3). Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa;

4lr. Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa;

5). Rincian SPP-LS Barang dan Jasa;
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6).

7\.

8).

Salinan SPD;

SuratPernyataanTanggungJawabPA/KPA;

Kuitansi bermaterai yang ditandatangani Pihak Ketiga

diserujui oleh PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran;

9). Kontrak;

lo).Surat Jaminan Bank

dikeluarkan oleh Bank

atau Yang diPersamakan Yang

atam Lembaga Keuangan Non

Bank;

11). Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan:

t2l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan;

13). Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;

14). Berita Acara P2HP dan Dokr"rmentasi;

15). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan:

17). Laporan dan Back IJp'DBtSl, .'.
18). SSP PPn dan PPh,disertai Fflr Pajak:

19). Stempel Verilikasi'PPK.S$fpl,pada SPM; serta

2O). Kelengkapan lain$/a;1ragg diiiyaratkan'

i. Persyaratan Peng4juan SPM-LS Gdi da{1 Tunjangan serta

Tlrnjangan lainnya sebagai dasar penerbitan SP2D-LS Gaji

dan Trrnjangan lainnya i ' .i 

, '

1). Surat Pengantar Pengajr.Lan SP2D-LS Gaji dan Tlrnjangan

lainnya yarrg ditandatangani oleh PA/KPA.

2). SPM;

3). Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan lainnya;

4). Ringkasan SPP-LS Gaji dan T\rnjangan Lainnya;

5). Rincian SPP-LS Gaji dan T\rnjangan Lainnya;

6). Salinan SPD;

7). Surat Pernyataan tanggungjawab PAIKPA.

8). Daftar Gaji dan T\rnjangan serta T\.rnjangan lainnya; dan

9). Stempel Verifikasi PPK-SKPD pada SPM.
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j. Setelah tahun anggaran berakhir, Pejabat Pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang dilarang menerbitkan SPM

yang membebani tahun anggaran berkenaan;

penerbitan SPM-UP/ SPM-GU/ SPM-TU/ SPM-LS Barang dan

Jasa

1) PPK-SKPD menerima SPP-UP/SPP-GUISPP-TU yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2\PPK-SKPDmenelitikelengkapand.okumenSPP-UP/SPP-

3) PPK-SKPD mencatat SPP-UP/SPP-GUISPP-TU yang

dlterimakedalamregisterSPP.UP/SPP-GU/SPP-

4}Jikakelengkapand.okumerrsPP-UP/SPP-GU/SPP-TU
dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan

:'

SPM-UPISPM,GUISPM-TU untuk ditandatangani oleh

Pejabat Pengguna Anggararll-Pengguna Barang atau

Pejabat yang diberi w-ewenang menandatangani SPM;

S) Batas waktu antari peaerimaan SPP-UPISPP-GU/SPP-

TU/SPP-LS. dan penerbita4 SPM-UP/SPM-GU/SPM-

TU/SPM-LS, seliarnbat la44bat+ya 2 (dua) hari kerja;

6) Jika kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU

dinyatakan tidak lengkap danlatau tidak sah, maka

PPK-SKPD menolak untuk menerbitkan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU dan seianjutnya mengembalikan SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU paling lambat 1 {satu) hari kerja

terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP kepada

bendahara pengelu.aran untuk dilengkapi dan diperbaiki;

7) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau

Pejabat yang diberi wewenang rnenandatangani SPM

menerbitkan SPM -UP/ SPM -GU / SPM -TU paling larr'bat 2

{dua} hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan

k.
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SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang dinyatakan lengkap dan

sah;

PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP/ SPM-GU/SPM-

TU yang diterima ke dalam Register Penerbitan SPM;

PPK-SKPD mencatat penolakan SPM-UP/SPM-GU/SPM-

TU yang diterima kedalam Register Penolakan SPP;

10) SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dikirim ke PPKD Selaku

Bendahara umum Daerah untuk selanjutnya diterbitkan

SP2D.

l. Penerbitan SPM-LS

Pembayaran sebagai SPM-LS untuk :

1) pelaksarraan peqlbayaran: kepada pihak ketiga;

2) beianja gaji, tunjangan pegawai dan penghasilan lainnya;

3) pengeluaran pembiaYaan;

4) jasa pelayanan kesehatan.

5) PPK-SKPD menerima SPP'LS:- baik untuk Pengadaan

BaranglJasa mauprrll bel@a tidak langsung dan

pengeluaran pernbiay1qn yang diajukan oleh Bendahara

6) PPK-SKPD me*catqt SPP-LS yaag diterima ke dalam

Register SPP;

7) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS, jika

kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan

sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk

ditandatangani oleh Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi

wewenang untuk menandatangani SPM;

8)jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak

lengkap danf atant tidak sah, rnaka PPK-SKPD rnenolak

untuk menerbitkan SPM-LS dan selanjutnya

mengembalikan SPP-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja

8)

e)
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terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP kepada

bendaharapengeluaranuntukdilengkapidandiperbaiki;

9) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang atau

Pejabat yang diberi wewenang rnenandatangani 
SPM

menerbitkan SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja

terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP yang

dinYatakan lengkaP dan sah;

10) PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-LS ke dalam

Register Penerbitan SPM; 
r SpM-LS yang

1 1) PPK-SKPD mencatat penolaka"- O.t"*t::

diterima ke dalam Register Penolakan SPM;

12) SPM-LS dikirim ke PPKD selaku Bendahara Umum

diterbitkan SP2D'Daerah untuk selanjutnY' a,

., 
,,, ' 'l,i.,,,,

Penyamp{ sPM untuk r:::tt*" SP2D'

1) penyampaian sPM untuk penerbitan sP2D Gaji selambat-

lambatnya taqggal 20 bul4q se.belumn5ra;

2) Pada akhir tahun' anggarqq' penyampaian SPM-Gaji

untuk penerbitan SPZD selambat-lambatnya tanggal 15

Desember tahun anggaran berkenan dengan diberi

tangga-l awal pelmulaan hari kerja pada tahun

berikutnya.

3) Pada akhir tahun anggaran, penyampaian SPM-

GU/TU/LS Barang lJasa untuk penerbitan SP2D

selambat-lambatnya tanggal 20 Desember tahun
anggaran berkenaan.

n. Penggunaan Dana

1) PPK-SKPD menerima SP2D (Iembar 2) yangdibubuhi cap
telah diterbitkan SP2D tanggal dan nomor;

2) PPK-SKPD mencatat sP2D yang diterima dalam register
SP2D;
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3) PPK-SKPD rnenyerahkan sP2D ke Bendahara

Pengeluaran;

4) Bendahara Pengeluaran mencatat sP2D yang diterima ke

dalam register SP2D;

5) Bendahara Pengeluaran (atau pihak ke tiga) menerima

transfer uang ke rekeningnya dari tempat penyimpanan

Kas Umum Daerah;

6) Bendahara Pengeluaran mencatat transfer/penerimaan

kas ke dalam Buku Kas Umum;

7) Bendahara Pengeluaran mencatat ke dalam Buku

simpanan/Bank fiika pembebanan uang persediaan/

ganti uang dan tambah uang persediaan);

B) Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran kas

kedalam Buku Kas Ul,1! : dan Buku Panjar, jika uang

yang dikeluarkan behrm disertai bukti transaksi'

9) Bendahara PengelUaran rnencatat pemotongan dan

penyetoran pajak ke da-lam buku pajak.

.....
o. Pertanggungiawaban Pengglnaan Dana-

1. Bendahara Pengeluaran secara adrninistratif wajib,

mempertanggungiaxra kal penggunaan dana UP/GUITU

kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

melalui PPK-SKPD setiaP bulannYa;

2. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan

pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :

a) Register Penerimaan Laporan Pertanggung jawaban

Pengeluaran (SPJ);

b) Register Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban

Pengeluaran(SPJ);

c) Surat Penolakan Laporan Pertanggung jawaban

Pengeluaran (SPJ);
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Register Penolakan Laporan Pertanggung jawaban

Pengeluaran (SPJ);

Register Penutupan Kas.

3. Dokumen laporan pertanggungjawaban mencakup :

a) Buku Kas Umum;

b) Ringkasan Pengeluaran per rincian obyek yang

d.isertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah

atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang

tercantum daiam ringkasan pengeluaran perincian

obyek dimaksud;

c) Bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas negara;

d) Register Penutupan Kas.

4. Buku kas umum ditutrrp setiap bulan dengarr diketahui

dan persetujuan pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

5. Dalam hal laporan,,pertanggqng j4waban telah sesuai,

Pejabat Pengggna AnggaranfPengguna Barang

menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggung

jawaban;

6. Daiam melakukan verifikasi atas iaporan

pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD

berkewajiban :

a) Meneliti kelengkapan dokumen laporan

pertanggungiawaban dan keabsahan bukti-bukti

pengeluar an y ar'g dilampirkan ;

b) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per

rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per

rincian obyek;

c) Menghitung pengenaan PPn/PPh per perincian obyek;

d)

e)
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d)

e)

Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D

yang diterbitkan.

Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan

dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran

pernbayaran beban iangsung kepada pihak ketiga;

Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib

mempertanggungiawabkan secara fungsional atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya

dengan menyarnpaikan laporan pertanggungjauraban

pengeluaran kepada Kepala Bagran: Keuangan

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito selatan Up. Sub

Bagian Pelaporan paling lambat tanggal i0 bulan

berikutnya;

Penyampaian ,Be nggpngiawaban bendahara

pengeluaran seeara, fungs-ional dilaksanakan setelah
..:t.t .. .. . .: :.

diterbitkan surat'r. pengesalran pertanggungjawaban

s)

Pengguna

h)

i)

i)

Pejabat Penryuna Anggaran/Pengguna 
- _Barang

melakuka:r pemeriksaan kas yang dikeloia oleh

Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu)

kali dalam 3 {tiga} bulan;.

Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas

yang dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu

setiap bulannya;

Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja

bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagr hasil,

bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan

pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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k) Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara

Pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer

dan/atau alat eiektronik lainnya'

C. PERGESERAN ANGGARAN.

1. Pergeseran anggaran sedapat mungkin

mewujudkan konsistensi perencanaan

dihindari untuk

anggaran dan

pelaksanaannya;

2.Pergesetafiantarrincianobyekbelanjadatamobyekbelanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetuju*,Tll| Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD;

3. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja

dilakukan atas persetujuan,sq.kretaris' Daerah;

4. Pergeseran alrggaran dir$ r*d,'+$gk4 2' dan 3 dilakukan

dengan cara rltens1tb+, Pe.1 ran . Bupati tentang

penjabaran APBD sebagai'. dasar pelaksanaan' untuk

selanjutnya dianggart<qqr,..,$alatr ra$cari€afl peraturan

daerah tentang Perubahan APBD;

5. Tata cara pergeseran belanja'antar rinciaq obyek belanja

dalam obyek .belaaja berkena4n dilakukan dengan

a) Kepala SKPD mengaiukan: peffinohonan untuk

melakukan pergeseran anggaran kepada Bupati;

b) Pengajuan pennohonan pergeserar dilakukan penelitian

dan pengk4iian oleh TAPD;

c) Hasii penelitian pengkajian menjadi bahan pertimbangal

persetujuan Sekretaris Daerah dan PPKD;
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d) SKPD yang telah mendapat persetujuan pergeseran wajib

memformulasikan ke dalam DPPA-SKPD'

6. Pergeserart anggaran tidak dapat dilakukan setelah

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan'

BTIPATI BARITIO SELI\TAIT'
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR I TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2018

TATA CARA PENYALURAN DAI{ PERTANGGUNE!JAIIIABAN

BELANJA HIBAI{, BELJLNJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA

SUBSIDI DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

A. BELANJA HIBAH

Hibah adalah rpemberian uang/bararlg atau jasa dari

pemerintah daerah kepada,pemelt!4 atau pemerintah daerah

'usahaan daerah, masyarakat dan organisasi

-tan, yang secara spesifik telah ditetapkan

k wajib dan tidak mengikat, sertaperuntukannya, bersifat tida
untuk menunjangtidak secara terus mer,rerus yang bertujuan

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah'

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ini

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan

kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

masyarakat.

Kriteria Pemberian Hibah :

a. Peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap
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tahun ataggarar.' kecuali ditentukan iain oleh peraturan

perundang-undangan; dan

c. Memenuhi PersYaratan Penerima

Hibah daPat diberikan kePada :

a. Pemerintah'

Hibah kepad'a pemerintah diberikan

dari kementrian/lembaga pemerintah

wilayah kerjanya berada dalam daerah

b. Pemerintah Daerah lainnYa'

kepada satuan keda

non kementrian Yang

bersangkutan'

I pemerintah daerah lainnya diberikan kepada
Hibah kePadz

daerah otonom ba-r"u hasil pemekaran daerah sebagaimana

peraturqn Perundang-undan gan'

c. Perusahaan Daerah' ,::

Hibahkepadaperusahaa''.,*a*.'tdiberikankepadaBadan
Usaha Milik Daerah d"l*t rqr-t$ka petler-usa$ hibah yang

diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan pe4ln{ang-Eadangal'

d. Masyarakat.

Hibah kepada masyara@ d-iberikan kepada kelompok

orang yaxg memiliki kegiatan tertentu dalam bidang

perekonomian, p@idikan, ltesetratan, keagamaan,

kesenian, adat istiadat, d.arr'' keolahragaan non-profesional

dengan persyaratan paling sedikit ;

a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah

daerah yang bersangkutan.

e. Organisasi Kemasyarakatan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada

organisasi masyarakatan yang dibentuk berdasarkan

peraturan perr.ndang-undangan dengan persyaratan paling

sedikit ;

hibah.
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- Telah terdaftar pada pernerintakr daerah setempat paling

sekurans-kurangnya 
3 t***' kecuali ditentukan lain

:*i:m'ffi:"TJff"f:inistr 
asi p erne rintah

d.aerah yang bersangkut""- A^" memiliki sekretariat

tetaP'

- Pengan ggarar Hibah

a. Pemerintah' pemerintah daerah lainnya' perusahaan

daera-h, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis

kepada kePala daerah;

b. Kepala daerah menunjuk SKPD

'aluasi usl.rlan tersebut;

c. Kepala SKPD terkai.t rnenyampaikan

berupa rekomendasi kePa{a kePala

TAPD.

terkait untuk

hasil evaluasi

daerah melalui

d. TAPD memberikan pertirnbangan atas rekomendasi

tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan daerah.

Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dal oqganisasi kemasyarakatan dapat

menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi

usulan tersebut, selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi

berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui rApD.
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Rekomendasi kepala sKpD dan pertimbangan TApD menjadi
dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan
KUA dan PPAS.
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Pencantuman alokasi anggaran meliputi :

a. Anggaran hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-

PPKD dan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak

langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek

belanja pada PPKD.

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas

DPA-PPKD.

b. Anggaran hibah berupa barang atau jasa dicantumkan

dalam RKA-SKPD dan dianggarkan dalam kelompok belanja

langsung yang diformulasikan kedalary program dan

kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan

jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan

kepada pihak keriga/masyarakat, dan rincian obyek belanja

hibah barang atau jasa.,kepq{a,, pihak ketiga/masyarakat

berkenaan dengan SKPD.

Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa

berdasarkan atas DPA-SKPD.

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan

sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi

anggaran dan diuagkapkqn pa.d3 catatan atas laporan

keuangan dalam pen3rusuna-q .laporan keuangan pemerintah

daerah.

B. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa

uang/baralg dari pemerintah daerah kepada individu,

keluarga, kelompok danlatau masyarakat yang sifatnya tidak

secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada

anggotaf kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
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daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urulsan wajib dengan memperhatikan asas keadilan'

kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat'

Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial

T''lxidu, kelu argadanf atau masyarakat yang mengalami

keadaanyangtidakstabilsebagaiakibatd.arikrisissosial,
ekonomi, politik' bencana' atau fenomena alam agar

dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. Lemhaga non 
1t:tn"tahan 

UidalS pendidikan'

keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk

melindungi individu, kelompok' dan/1tau masyarakat

dari kemungkinan terjadraya resiko scsial'

Pemberian bantuan *ouiull ' :kepada anggota/kelompok

masyarakatharusrnemenuhikrrteriapalingsedikit:

a. Selektif;

Bahwa bantuan so.sial hanya; diberikan kepada calon

penerima yang ditr{ukan untuk melindungi dari

b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu:

- Memiliki indentitas ye.ngjelas;

- Berdomisili dalarn wilayah administratif pemerintah

daerah setempat.

c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus

diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan

tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa

bantrran sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
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d. Sesuai tujuan Penggunaan.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian

bantuan sosial meliPuti:

1) Rehabiiitasi sosial;

ditujukanuntukmemulihkandanmengembalgkan
kemampuanSeseorangyangmengalamidisfungsisosial
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar'

2) Perlindungan sosial;

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari

guncangan dan kerentanan sosial seseorang' keluarga'

kelompokmasyarakatagarkelangsunganhidupnyadapat

dipenuhisesuaid.engankebutuhandasarminimal.

3) PemberdaYaan sosial; 
.

untuk mea;aAlkaa' ,seseorang atau kelompok

masyarakatyangmeftgalamilmasa]ahsosialmempunyal

d.aya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya'

4) jaminan sosial;

merupakan skema yang ruelqmbaga untuk menjamin

penerima bantuan aga1. dapat'rnernenuhi kebutuhan dasar

hidupnya yang laYak,

5) penanggulangan kenriskinan;

merupakan kebijakan, p ograrn, dan kegiatan yang

dilakukan terhad.ap orang, keluarga, kelompok masyarakat

yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang

layak bagi kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana;

mempakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk

rehabilitasi.

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial diatur

tersendiri melalui Peraturan Bupati Barito Selatan.
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C. BELANJA SUBSIDI.

BantuanBelanjaSubsidiadalahDanaBantuanPemerintah
DaerahKabupatenBaritoSelatankepadaperusahaan/
lembagatertentuyangd.ananyadiperlukanuntukbiaya
produksi agat harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat

terjangkau oleh masyarakat banyak'

Adapun Bantuan Subsidi antara lain :

- Bantuan KePada PDAM'

Sedangkan besarnya bantuan subsidi yang diberikan

disesuaikandengankeperfuanperusahaanllembalapenerima

dengan terlebih dahulu dilakukan ""*t:- 
O1" 

^ 
a"*1*

pelaksanaarrnyad.ituangkandengarrFeraturanKepalaDaerah.

D. BELANJA BANTUAN KEUA.NGANI...' 
.

Bantuan Keuangan *a**r.' Dar}a, Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Kabupaten Barito sela't4n yang diatokasikan pada

APBD Kabupaten Barito Selatan ' 
' ;t'

Adapun Bantuan Keuangqq,'antara"lain :

l.BantuanKeuanganPemerintahKabupatenkepada
Pemerintah Provinsi adalah bar-Ltuan dana langsung yang

diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah

Provinsi.

Bantuan Keuangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten

kepada Pemerintah Provinsi dimaksud bertujuan untuk

meningkatkan sinergitas hubungan kinerja pembangunan

daerah dalam upaya mempercepat pembangunan provinsi

Kalimantan Tengah yang berkesinambungan.

Ad.apun Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah

Provinsi antara lain :

- Bantuan Pendanaan Bersama transporder TVRI Kalteng-
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Sedangkanbesarnyabantuanyangdiberikanolehmasing-
masing Kabupaten akan ditentukan melalui MoU dan

kesepakatan seluruh kabupaten/kota se-provinsi

Ka]imantanTengahyangselanjutnyaditetapkanmelalui
Keputrrsan Gubernur Kalimantan Tengah'

2. Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah

Lainnya dan/atau Pemerintah Desa'

Bantuan Keuangan yang 'diberikan Pemerintah Kabupaten

kepadaPemerintahDesamerupakanbantuanlangsung
entuh kebutuhan masyarakat sesuai 

:U"t"
prioritasdalammeu.trjudkanvisidanmisiPemerintah
Kabupaten Barito Selatan'

BantuanKeuarrgqnkepad.a.PemerintahDesadimaksudkan

untuk memperdayakar-r''' masyarakat pedesaan 
11"*

mempercepat pernera,@4 pe$libarrgunar 
_ 

p*dt":* Oi'i*

rangka mendorong pertrrmbuhan ekonomi melalui

peningkatan saran d ari: pras,ar4qq pedesaan'

Adapun fujuqn diberikannya, .Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Desa Yaitu untuk :

a. Menumbuhkernbangkan p4rtisifusi masyarakat dalam

pelaksanaa-r* pernerinLahaa, ' pembangunan dan

b. Pemerataan hasil pembangunan dan pengembangan

wilayah dengan membuka akses melalui peningkatan

sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan;

c. Meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan

perekonomian masyarakat pedesaan.

Bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa

antara lain :

a. Alokasi Dana Desa {ADD) dan Alokasi Dana Desa Adat

(ADDA) yang bersumber dari APBD.
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b. Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Pedoman pemberian bantuan keuangan kepada

Pemerintah Desa diatur secara khusus dengan peraturan
Bupati Barito Selatan.

3. Bantuan Keuangan kepada partai politik.

Bantuan keuangan kepada partai politik adalah bantuan
keuangan bersumber dari APBD yang diberikan secara
proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi
di DPRD diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan
suara yang telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum.
Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai
dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional
sekretariat partai politik.

Kegiatan pendidika4..,,. ptr .:,dimaksud yaitu berkaitan
dengan :

a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat
dalam kehidupan. ,. b.efq.qryarakat, berbangsa dan
bernegara;

b. Peningkat.n pa.tisipasi pari* dan inisiatif masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;

c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan
membangun karakter bangsa dalam rangka

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan kegiatan operasional Sekretariat adalah :

a. Administrasi Umum;

b. Berlangganan daya dan jasa;

c.

d.

Pemeliharaan data dan arsip, dan

Pemeliharaarr peralatan kantor.
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Pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati Barito

Selatan.

BUPATI BARITO SELATAn'

EDDY RAYA SA}ISURI
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KEGIATAII PEIITGADAAI{ BARANG/JASA.

A. UMUM 
.:.

a. Kegiatan dilaksanakan,.'{}1gtr SKPD sesuai tugas dan

b. Pelaksanaan kegiatan tidak boieh menyimpang dari

DPA - SKPD yang,telah'diqahkan dan tidak melampaui

pagu anggaran'-jrang dise{.iakan, serta tidak boleh

mengadakan suatu kegiatan yang belum ada pos

Terkecuali disertai dengan pertimbangan-pertimbangan

yang dilandasi adaqra kondisi situasionai yang

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR s IAUUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2018

mendesak dalarn rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan secara khusus.

c. Waktu mulainya pelaksanaan kegiatan akan sangat

menentukan pencapaian hasil, tepat waktu, tepat

mu.tu, tepat sasaran dan manfaat serta tertib

administrasi dengan tetap

berpedoman/memperhatikan peraturan dan ketentuan

yang berlaku.

d. Analisa harga satuan dalam RAB untuk pekerjaan

pemborongan, sudah termasuk keuntungan pemborong
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sehingga tidak dibenarkan mencantumkan keuntungan

pemborong dalam SPK/Kontrak. Klasifikasi barang dan

jasa yang belum tercantum dalam standarisasi dan

atau melampaui harga indeks biaya kegiatan,

pemeliharaan, pengadaan dan honorarium, agar

mengajukan surat persetujuan kepada Bupati.

Tata cara/prosedur pengadaan barang/jasa

pemborongan dan jasa lainnya, berpedoman pada

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2AlA tentang

Pengadaan Barang/.Iasa Pemerintah beserta

perubahannya.

Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan,

kegiatan pengadaan B?rang$asa harus disampaikan

ke Bupati Barito S$n Up. BAPPEDA, Badan

Pengelolaan Keuangan darl Aset Daerah dan Asisten

Perekonornian dan Pembangunan Sekretaris Daerah

Kabupaten Barito Selatan.serta rnelalui monev online-

B. PELAKSANAAN PENGADAAN EARANG/ JASA PEMERINTAH.

1. Perencanaan Pqngadaan BarqnglJasa yang dilaksanakan

Penyedia Barang/Ja$a: ,,,'

Pengguna barangl jasa diwajibkan men)rusun perencanaart

pengadaan barang/jasa yang meliputi ;

a. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

1) Pengguna Anggaran rnen3rusun dan mengumumkan

Rencana Umum Pengadaan Barangf Jasa sesuai

kebutuhan pada SKPD masing-masing meialui

aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(siRUP)

2) Rencana Urnurn Pengadaan Barang/Jasa rneliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Mengindenti{ikasi kebutuhan Barang/Jasa yang

e.
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3)

4|

diperlukan SKPD;

b) Menlrusun dan menetapkan rencana penganggaran

untuk Pengadaan Barang/Jasa.

c) Menetapkan kebijakan umum tentang :

(1) Pemaketan pekefiaan;

{21 Cara Pengadaan BarangfJasa, atau

(3) Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa.

d) Menlrusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pengguna Anggaran melakukan pemaketan

Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasa kegiatan dan anggaran SKPD;

Pernaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-

banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan

Usaha Kecil serta Koperagi Kecil tanpa mengabaikan

prinsip efesiensi, persaingan sehat, kesatuan system

dan kualitas kemampuan teknis;

Da-lam melakukan Pemaketan Barang/Jasa,

Pengguna Anggarqn diiarang :
-,. ,. :,. r..' '.

a) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan

yang tersebar dibeberapa lokasi/daerah yang

menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya

seharusnya dilakukan dibeberapa lokasildaerah

masing-masing;

b) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang

menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa

dipisahkan danf atau besaran nilainya seharusnya

dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta

Koperasi Kecil;

c) Memecahkan Pengadaan Barangf Jasa menjadi

beberapa paket dengan rnaksr-rd rnenghindari

pelelangan, dan/atau

d) Menentukan Kriteria, persyaratan atau prosedur

s)
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pengadaanyangdiskriminattfdanlataudengan
pertimbangan yang tidak obyektif'

6) Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum

Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing SKPD

secara terbuka kepada masyarakat luas setelah

rencanakerjadananggaranSKPDyangdisetujui
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

71 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasa dilakukan melalui Portal Inaproc

3rnakan aplikasi Sistem Informasi Rencana

UmumPengadaan(SiRUP)yangterintegrasipada
Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Barito

Selatan dan papafl pengumuman resmi untuk

masyarakat' ,' 
"i' 

: I' 
"

1) Pengguna barang/jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan

2) Jadwal pelaksanaalt' pekerja*n meliputi pelaksanaan

pemilihan penyedia barangfjasa, waktu mulai dan

berakhirnya pekerjaan dan waktu serah terima akhir

3) Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai

aktu yang diPerlukan serta dengan

memperhatikan batas akhir tahun anggaran'

Pembiayaan pengadaan

Pengguna barang/jasa wajib menyediakan biaya yang

diperlukan untuk proses pengadaan.

Prinsip pelaksanaan Pengadaan.

Kegiatan pengadaan barang ljasa dilaksanakan sesuai dengan

DPA-SKPD, apabila didalam DPA-sKPD terdapat rincian sub

kegiatan maka dapat dilaksanakan sesuai dengan rincian sub

kegiatan tersebut.

b.

C.

d.
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Dalam pelaksanaan pengadaan barangljasa harus diperhatikan

hal-hal sebagai berikut ;

1) penyedia harang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan

memiliki reputasi baik, dibuktikan dari pelaksanaan

pekerjaannya, pada kontrak yang berbeda pada waktu lalu di

SKPD yang bersangkutan atau yang lain'

2|Hargayangdisepakatibenar-benartelahmemenuhi
persyaratan menguntungkan daerah dan dapat

dipertanggungjawabkan deng-an rnemperhatikan cara

pembayaran, valuta pembayaran dan ketentuan penyesualan

harga yang mungkin terdapat pada kontrak yang

bersangkutan.

harga yang telah disepalali''te1a!:,dibandingkan dengan daftar

harga (price tist} , analisa'b,iaya:,yqqg dikalkulasikan secara

ga 
, 
pasar Yaag beriaku, Harga

Perkiraan Sendiri (awner estimsteJOhl, dan harga kontrak

pekerjaan yang sejenis. sebelumn5ra di SKPD atau tempat

pemberi kerja Yang lain.

Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

a) Perhitungan HPSIOE harus djtrakUkan dengan cermat,

renggunakan data dasar dan mempertimbangkan ;

t1) Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.

12) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer'

sestimate{EE}.

(3) Harga pasar setempat pada waktu pen1rusunan HPS.

(4) Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk

barangl pekedaan sejenis setempat yang pernah

dilaksanakan.

t5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara

resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi

lainnya dan media cetak yang datanya dapat
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(6)

{71

dipertanggungi awabkan.

Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh

pabrikan lagen tunggal atau lembaga independen.

Daftar Standar harga Barang/tarif biaya yang

dikeiuarkan oleh instansi yang berwenang.

Informasi lain yang dapat dipertanggungi awabkan'

Umur HPS Maksimal 2B hari setelah tanggal

Untuk Pekerjaan jasa.konsultalsi ;

(1) HPS dibuat pada saa.t, akan meiaksanakan pengadaan

yang terdiri dari dua kompanen pokok yaitu; Biaya

Personil (remuneration), dan Biaya Langsung Non Personil

(direct reimburs able co st).

(2) Dalam Penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil

tidak melebihi 40 o/a (empat puluh persen) dari total

biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang

bersifat khusus, seperti; pemetaan udara, survei

lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

Pernbuat/penlrusun HPS/OB harus rnempunyai kualilikasi

sebagai berikut;

(8)

(e)

b)

c)

d)

ditetapkannya.

ULP wajib mengumumkan HPS pada saat pengumuman

pelaksanaan pengadaan.

HPS mefupakan batas atas penawarafl untuk Pengadaan

Barang/Pekedaan Konstruksi dan Jasa Lainnya'

HPS/OE telah neernperhittrqgkan :

(1) pajak pertarnbah"rl$ildi: . i

{2} Biaya umum'dan.'keuatun yang wajar bagi penyedia

barang/jasa. : l

e) HPS tidak boleh memperhifungkan biaya tidak terduga,

biaya lain-lain dan pajes penghasilan penyedia barangljasa

s)
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(1) Memahami dokrrmen pengadaan dan seluruh tahapan

pekerjaan.

t2) Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan

di lokasi Pkerjaan.

t3}Memahamidanmenguasaiberbagaimetode
pelaksanaan dan mengetahui mana yang paling efisien.

(41 Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi.

t5) Diutamakan yang telah mendapatkan penataran

mengenai pengadaan barang/jasa termasuk

pembLratan/penyusunan }IPS unt'uk pekerjaan jasa

konsultansi.

Kerangka Acuafl Kerja iKAK) dan HPS digunakan sebagai

acuan dalam evahrasi penaw,.aran, klar-ifikasi dan negosiasi

dengan calon konsultan -terpilih.r,.

Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap

KAK dan HPS seperti kuArifikasi;jUmlah penggunaan tenaga

alrlli (person-mar*7$, s*rtuan bAyE perSonil sepanjang tidak

mengubah sasal:a'I,:,-.qqlrran dan keluaranloutput yang

dihasilkan serta tidak melampaui pagu anggaran yang

dipertanggungiavabkan secara keahltqn-

2. Pelaksanaan Pengadaqn.BaransfJasa.''

Para Pihak dalam Pengadaan Ba*rng/Jasa :

a. Pengguna Anggaran ( PA ).

T\-rgas dan Kewenangan Pengguna Anggaran :

1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

2l Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan

paling kurang di Portal Pengadaan Nasion (Inaproc);

3) Menetapkan PPK;

4) Menetapkan Pejabat Pengadaan;

5) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
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6) MenetaPkan :

a) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada

Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan

nilai diatas Rp. 100'000'000'000'- (seratus milyar

ruPiah);

b) Pemenalg pada Seleksi atau penyedia pada

Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi dengan nilai diatas Rp

1 O.OOO.OOO.OOO,- (sepr.rluh milyar rupiah)'

Mengawasi Pelaks aflaarr an ggaran ;

Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan

ketentuan peraturan peJrlndang-undangan;

Menyelesaikan persetisihalr antara PPK dengan

UlP/Pejabat Pengadaan, 4'4em hal terjadi perbedaan

pendapat;
lraan seLuruh1O) Mengawasi penyimpraq*n: {gn pemelihr

Dokumen Pengadaan Barangy'Jasa.

Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ).

Kuasa Pengguna Anggaran {KP+} . merrrpakan Pejabat yang

ditetapkan oleh Kepala Dae,rah atas usul dari Pengguna

Anggaran (PA) dan memiliki kewenangan sesuai pelimpahan

oleh Pengguna Anggaran.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

1) Memiliki integritas moral;

7)

8)

e)

b.

C.
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2) Memiliki disiPlin tinggi;

3)MemilikiSertifikatKeahlianPengadaanBarang/Jasa;

4) Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta

manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan

kepadanya;

Persyaratan manajerial dimaksud adalah :

a)Berpend,idikanpalingkurangSarjanaStrataSatu(S1)
dengan bidang keahlian yang sed'apat mungkin sesuai

dengan tuntutan Pekerj aan;

b}Memilikipengalaman.palrrrskurang2(dua}tahunterlibat
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan

Pengadaan Barang/ Jasa;

c) Memiliki kenrampuan kerja sectra berkelornpok dalam

melaksanakan setiap tr:gas lpekerjaan'

5) Memiliki kemampuan ,1t!1L-, mengambil keputusan'

bertindak tegas dan keteladanao daLam sikap dan perilaku

serta tidak Pernah terlibat KKN.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau

menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila

belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran

yang dapat mengakibatkan dilampalrinya batas anggaran yang

tersedia untuk kegiatan y.ang:dibiayai dari APBN/APBD'

T\-rgas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan

barangljasa ada-lah ;

1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai

berikut :

a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan

F,aranglJasa yang meliPuti :

1) Spesifikasi teknis Barang lJasa;
2l }Jasga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) Rancangan Kontrak.

b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

83



c) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani

kuitansi / Surat Perintah Kerj a (SPK) / Surat Perj anjian;

d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e) MengendalikanpelaksanaanKontrak;

fl Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan

B,arangl Jasa kePada PA/ KPA;

g) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

allggaran dan hambatan pelaksanaan pekedaan

kepada PA/KPA setiaP triwulan; dan

i) Menyimpan dan menjage.ikeutuhan seluruh dokumen

pelaksaan Pengadall, Barang/ Jasa.

2j Menetapkan rencana pgl*$aqa4n Pengadaan Barang/Jasa

yang meliputi spesifikaqi : , ,,

a) Spesifikasi teknis barang/jasa;

b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

c) Rancangan kontrak.

2) Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa.

3) Menyetujui bukti pembelian pada Kuitansi.

4) Melaksanakan Kontrak dengq4 P,enyedia Barang/Jasa.

5) MengendalikanPelaksanaanKontrak.

6) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal

diperlukan PPK dapat :

1) Merubah paket pekerjaan, danf atau

2\ Merubah jadwal kegiatan pengadaan.

3) Menetapkan Tim Pendukung.

4\ Menetapkan tirn tenaga ahli pernberi penjelasan teknis

untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan
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s)

d.

Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan

kepada PenYedia Barang/ Jasa'

ULP/ Pejabat Pengadaan.

ULP(UnitLayananPengadaan)adalahunitorganisasi
pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan

Barang/JasadiSKPDyangbersifatpermanendapatberdiri
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada'

pemerintah Daerah hanya diperbolehkan memiliki i (satu)

ULP.

pemilihan penyedia BarangfJasa Pernerintah pada SKPD

dilaksanakan oleh ULP

ULP yang dibentuk oleh Bupati harus dapat memberikan

pelayanan / pembinaan dibidang Pengadaan Barang/ Jasa'

1) pemilihan Penyedia 66 lJ.asa dalam ULP dilakukan

o1ehKe1ompokKerja.-....'.-'....

2) Keanggotaan ULP wajib ditetap-kan uatuk :

a. Pengadaan Barang/Pekerj.aan KonsJruksi /Jasa lainnya

dengan nilai diatas Rp 2,S0-000.oo0,-{dua ratus juta

rupiah); , 
'

b. Pengadaan Jasa KensulFnsi 
.,Ut"?T. 

nilai diatas

Rp. S0.OoO.OffO,= (1ima fu|lfrJuta rupiah)

3) Anggota Kelompok Kerja berjUmlah gasal beranggotakan

paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai

dengan kompleksitas pekerjaan dan dapat dibantu oleh

tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis'

4) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat

dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat

Pengadaan

5) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling

tinggi Rp.50.O0O.00O,- (Lima Puluh Juta Rupiah)dapat
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dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat

Pengadaan.

6)PengadaanLangsungdilaksanakanolehl{satu)orang
Pejabat Pengadaan.

7J Anggota UlP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai

negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi

lainnya.

B) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/

atau memerlukan keahlian khusus, kelompok kerja

UlP/Pejabat Pengadaan dapat meiltTnakan tenaga ahli

yang berasal dari Pegawai Negeri atau Swasta'

Keanggotaal ULP di1ar44g duduk sebagar :

a) PPK;

b) Pejabat Penandatangan SP$; 
,:

c) Bendahara; dan

d) Aparat Pemeriksa Instarsi Pe-meriltah (AgR,'

Anggota Kelompok x"rj* 'ulrlre3abat Pengadaan harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Memiliki integritas;i disiplin, d&,,. @nggung jawab dalam

melaksanakan tugas; '

2\ Memahami pekerjaan yang akan diadakan;

3) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas

ULP/ pejabat Pengadaan yang bersangkutan;

4) Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;

5) Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai

kompetensi yang dipersyaratkan, kecuali Kepala ULP;

6) Menandatangani Pakta Integritas;

7) Dilarang duduk sebagai Bendahara atam PPSM (Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah Membayar)'
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Tugas Pokok dan Kewenangan ulPlPejabat Pengadaan:

U Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;

3) Menetapkan besaran nominal jaminan pena\Maran;

4\ Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

website dengan alamat : www.lpse.baritoselatan.go.id dan

papan pengumuman resmi untuk masyarakat;

5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui

prakualifikasi atau pascakuaiifikasi;

6) Melakukan eva-luasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

7) khusus untuk Kelompok Kerja (Pokja) :

a) Menjawab sanggahan;

b) Menetapkan Fenyedia Earangpasa untuk

(1) Pelelangan atau P,enunjukkan Langsung untuk paket

Pengadaan E,arar]g/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya

yang bernilai paling , tinggi Rp. i00'000'O00'OO0,

(seratus milYar ruPiah) atau,

<si atau Penunjukkan Langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi ya4g bernilai paiing tinggi

Rp. 1 0. OOO.OOO. OOO, -{sepr.rluh rnilyar rupiah}'

c) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia

Barangl Jasa kePada PPK;

d) Menyimpan dokumen asli pemilihan PenyediaBatnglJasa.

8) Khusus Pejabat Pengadaan:

a) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

(1) Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp'

2OO.OOO.OOO,- (dr-ra ratus juta rupiah) dan atau,

(2) Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung

untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
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paling tinggi Rp. 5O.000'000,- (lima puluh juta rupiah)'

b)MenyerahkandokumenasiipemilihanPenyedia
Barangl Jasa kepada PAI KPAI PPK SKPD'

9}Membuatlaporanmengenaiprosespengadaankepada
PA/KPA SKPD;

10) Memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaal kegiatan

Pengadaan FlaranglJasa kepada PA/KPA SKPD'

DalamhaldiperlukanUlP/PejabatPengadaandapat
mengusulkan kePada PPK :

a) Perubahan HPS dan atau,

b) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

Tugas Pokok dan Kewe*angan Kepala ULP :

1) Memimpin dan mengkooqdinasil*an seluruh kegiatan ULP;

21 Menlrusun prograln kerja dan aqggaran ULP;

3) Mengawasi seluruh keglatan ,pengadaan barangljasa di ULP

dan melaporkan apabila ada peeyimpangan d.anf atau indikasi

penyimpangan;

4l Membuat laporan perta4ggqngjawaban atas pelaksanaan

kegiatan barang/iasa kepada Bupati Barito Selatan;

5) Melaksanakan pengembangall da4 pembinaan Sumber

Daya Manusia ULP;

6) Melakukan evaLuasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

7l Khusus untuk Kelompok Kerja ULP :

a. Menjawab Sanggahan;

b. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa.

S) Menetapkan Sekretaris dan Staf pendukung ULP sesuai

kebutuhan.
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Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 
{ppHp}

Panitia/Pejabat penerima Hasil pekerjaan adalah pejabat yang
ditetapkan oleh pA/KpA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekeq'aan.

Hasil pekerjaan dapat diterima apabila telah dilaksanakan
sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan
oleh Tim Teknis atau Konsurtan pengawas (disesuaikan dengan
besaran dari nilai kontrak).
Panitia/Pejabat Penerirna Hasil pekerjaan dapat berasal dari
pegar,r'ai negeri dari instansi send.iri maupun instansi lainnya,
kecuali anggota panitia/pejabat penerima Hasil pekerjaan

(PPHP) pada Institusi lain pengguna APBN/APBD atau
Kelompok Masyara-kat pelaksane. swakelola dapat berasal dari
bukan Pegawai Negeri.

Panitia/Pejabat penerima Hasil pekerjaan wajib memenuhi
persyaratan sebagai'b"rik rt , ' r,'.

1) Memiliki integritas, ,d,1.qiplin,:.dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

2) Memahami isi kontraki
3) Memiliki kualifikasi teknis;

4) Menandatangani pakta integritas, dan
5) Tidak menjabat sebagai PPSphrI dan Bendahara.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas
pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1) Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam kontrak;

2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa seteiah melalui
pemeriksaan/ pengujian;

3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan.
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Penyedia Barang/Jasa.
penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan yang menyediakan B,aranglPekerjaan

Konstruksif Jasa Konsultansi /Jasa lainnya'

Persyaratan dan ketentuan Penyedia Barang/Jasa diatur dalam

PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah beserta PerubahannYa

Pengawas Lapangan (PL).

Pengawas Lapahgan adalah petUgas/personil yang ditunjuk

oleh Pen**i::ttgg,aranlKuasa Pengguna Anggaran dengan

melibatkan SKPD terkait' , .

Pengawas Lapangal- bertqg4q'aatara lain :

;i pelaksanaatri pekerjaan dilapangan agar tidak

terjadi adanya PenYimPangan b$ek;
r laporal ,r-rrinBgEan.' dan diberikan kepada

Pengguna Angge.ran .teEtang hasil peiaksanaan kegiatan

dilapangan;

:an teguran kepada pelaksana apabila dalam

pelaksanaan kegialaa terdapat penyimpangan-

penyimpangan / tidak sesuai bestek;

4) Memecahkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

kegiatan sebatas kewenangan yang diserahkan kepadanya

oleh Pengguna Anggaran;

5) Ikut menertibkan administrasi kegiatan lapangan;

6) Dalam pelaksanaan tugasnya pengawas lapangan

bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

Apabila SKPD tidak memiliki petugaslpersonil yang

rnempunyai kemarnpuan tekhnis sesuai dengan jenis

pekerjaannya dapat menggunakan jasa konsultansi

pengawasan.
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Pengadaan Barang/ Jasa.

pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barangl Jasa Pemerintah beserta perubahannya'

YangdimaksuddenganPengadaanbarang/jasaPemerintah

adalah kegiatan pengadaan batangljasa yang dibiayai dari

DaIa APBD/APBN baik yang dilaksanakan secara swakelola

maupun meiaui penyedia barangljasa yang meliputi :

a) Pengadaan Barang;

b) Jasa Konstruksi;

c) Jasa Konsuitansi;

d) Jasa lainnYa.

pengadaan barangljasa,-Pe{nerintah dilaksanakan melalui

tahapan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pemiiihan Penyedia Bar4qg lJaaa-,
pemilihan eenyedia Barangl Jasadilaksanakan melalui :

a) Untuk Pengadaan Fiatang/Jasa Lainnya :

(1) Pelelangan Umum.

(2) Pelelangan Terbatas,

(3) Pelelangan Sede,rhana.

(4) Penunjukkan Langsung.

(5) Pengadaan Langsung.

(6) Kontes.

b) Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi :

(1) Pelelangan Umum.

(2) Pelelangan Terbatas.

{3} Pemilihan Langsung.

(4) Penunjukkan Langsung.

(5) Pengadaan Langsung.
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c) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya :

(1) Pelelangan Umum.

{2} Pelelangan Sederhana.

(3) Penunjukkan Langsung.

(4) Pengadaan Langsung.

{5} Sayembara.

2l Swakelola.

Pengertian swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang

direncanakan, dikerjakan dan diavrasi sendiri dengan

menggunakan tenaga sendiri dan atau tenaga luar atau upah

borongan tenaga oleh instansi tekhnis sesuai dengan

bidangnya dan tidak se$urar instansi dapat melakukan

swakelola.

Pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan Swakelola meliputi :

a) Pekerjaan yang bertujuan untuk,meningkatkan kem€unpuan

danlatau- mernanfaatkan ,kemqlqpuan. teknis sumber daya

manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi KlLlDlI;
b) Pekerjaan yang operasi dan perneliharaannya memeriukan

partisipasi langsung masy4rry setgmpat atau dikelola oleh

K/LlD/l; ,.,, ,, 
.

c) Pekerjaan yang dilihat dari.segi besaran, sifat, lokasi atau

pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia BaranglJasa;

d) Pekerjaan yang secara rincildetail tidak dapat

dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila

dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan

menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;

e) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,

lokakarya atau penyuluhan;

f) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project| dan

survei yang bersifat khusus untuk pengembangan

teknologi/metode keda yang belum dapat dilaksanakan oleh
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Penyedia Barang/Jasa;

g) Pekerjaan survei, pemprosesan data, perumusan kebijakan

pemerintah, pengujian dilaboratorium, dan pengembangall

sitem tertentu;

h) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi KlLlDll yang

bersangkutan;

i) Pekedaan industri Kreatif, inovasi, dan budaya dalam

negeri;

j) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan atau

k) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri

a-lutsista, dan industri almatsus dalam negeri.

ProsedurSwakelola:- 
.

a\ Pengguna barang/jasa melaku-kan kegiatan perencanaan,

pelaksanaan pengaY?san dilapangan, pelaporan dan

pertanggungiawaban Pekerjaan; :

b) Kegiatan perencanaan,i meliputi,.:..:'

(1) Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwai

pelaksanaan.

(2) Melakukan perencanaan teknis yang akurat untuk

menyiapkan .metode pelaksarraan yang tepat agar

diperoleh rencana kebutuhan tenaga, bahan dan

peralatan yang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Menyusun rencana kebutuhan tenaga, bahan serta

peralatan secara rinci dalam jadwal kebutuhan tenaga,

bahan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dan

dijabarkan ke dalam rencana keda bulanan, rencana

kerja mingguan dan rencana kerja harian.

(4) Menyusun rencana total kebutuhan biaya secara rinci

dalarn rencana kebutuhan biaya bulanan, biaya

mingguan dan biaya harian.
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c) Pelaksanaan fisik dan pengawasan lapangan, meliputi:

(1) pengawasan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh

pefugas/personil yang ditunjuk oleh Pengguna

barang/jasa berdasarkan rencana

ditetapkan.

yang telah

{2} Pembayaral:l upah tenaga kerja dilakukan secara

harian berdasarkan daftar hadir kerja atau dengan

cara upah borongart.

(3) pengadaan bahan dan peralatan suku cadang

dilakukan dengan cara peielangan, pemilihan

langsung atau penunjukkan langsung'

(4) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap

sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas

penyirnpanan. ' ',' :, ,:

(5) Penggunaan teaaga kefja, bahan dan peralatan

dicatat setiap hari da1am 14Pora1l harian'

(6) Pencapaian talget fisik pekerjaan lapangan dicatat

setiap had dan1:di,g1115|,*"tlap minggu agar dapat

diketahui apakah' danal yang dikeluarkan sesuai

dengan target Yang dicaPai

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan

penggunaan keuangan diiaporkan oleh pelaksana

lapangan/pelaksana swakelola kepada pengguna

barang/ jasa setiap bulan.

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan

dilaporkan setiap bulan oleh pengguna barang/jasa

kepada Bupati.
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4. Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa'

Pengumuman pengadaan barang/jasa wajib dilaksanakan

melalui website Pernerintah Kabupaten Barito seiatan,

Koranf Surat Kabar Nasioan lDaerah' dan papan pengumuman

resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk

diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional'

Kontrak Pengadaan BaranglJasa'

1)TandabuktiperjanjianfkontrakPengadaanBarang/Jasa
terdiri atas :

a) Bukti Pembelian.

Bukti Pembelia digunakan untuk Pengadaan

BaranglJasa yang nilainya sampai dengan

Rp. 1 0.OO0.OOO, (sepuluh'juta rupiah);

b) Kuitansi.

Kuitansi digunakaa' uotr:k Pengadaan Barang/ Jasa yang

nilainya sar-npai delgan Rp 5O 00o.o00,- (limapuluh juta

rupiah);

c) Surat Perintah Keda (SPK).

d) SPK digunakan .r" Pengada"'_ 
:*'"glPekeriaan

KonstruksilJasa Lainnya dengan.nilai sampai dengan

Rp. 200.ooo.oso1 . {dua ratu* jrrta rupiah} dan untuk

Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp'

5O.OOO.0OO,- (lima puluh juta rupiah);

e) Surat Perjanjian.

Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan

Barangl Pekerjaan Konstruksil Jasa Latrrny a dengan nilai

diatas Rp. 2OO.OOO.OOO,- (dua ratus juta rupiah) dan

untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas

Rp. 5O.OO0.OOO,- (iima puluh juta rupiah).

5.

2) Surat perjanjian/kontrak ditandatangani oleh Pejabat

Pembuat komitmen dengan pihak ketiga dengan
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3)

persetujLlan

Anggaran.

Pengguna
h___----*^A ._ --^-^f i 11 I r^c^ rcllH,Butra^r1IlBB4r arrl r\uco(

penerimaan barang cliiaksanakan oieh PPK dari PenYs$la

setelahci'periksaoiehPejabatPemeriksa/PenerimaHasii

Pekerjaan dengan Cibuatkan Berita Acara

Pemeriks aanlPenerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya

diserahkan kepada PA/KPA selaku Pengguna Barang/Jasa'

PembaYaran}:.an,vadapatdilakukanapablladiiampiri
clokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

BUPATI BARITS SELATAIiI'

/'--
EDDY RAYA SAMSUBI

r11
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LAMPIRAN \rI

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NoMoR r rRuuN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2018

PERTANGGUNG JAWABAIS PELAKSAISAAN APBD

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah

laporan Keuangan. Laporan Keuangax merupakan laporan yang

terstruktur mengenal posisi.keuangan dan transaksi-transaksi

yang dilakukan oleh suatu entitas' pelaporan. Tujuan umum

laporan keuangan adalah rtenyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus,.kas dan kinerja keuangan

suatu entitas pelaporan yang bermanfaal bagi para pengguna

dalam membuat dan rnengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber daya. 
l

Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah daerah

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang d.ipercayakan

kepadanya.

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing

SKPD. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan di

konsolidasikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Sub Bidang

Pelaporan dan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembuatan Surat Pertanggungjawaban melalui Bendahara
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Pengeluaran:

1. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti

pembelanjaan dana;

2. Daripencatatan ini dihasilkan dokumen sebagai berikut;

a. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran,

b. Buku Pembantu SimPanan/Bank

c. Buku Pembantu Pajak,

d. Buku Pembantu Panjar,

e. Buku Rekap Pengeluaran per objek'

3. Berdasarkan 5 (lima) dokumen tersebut ditarnbah dokumen

sPJ Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat

Dokumen SPJ meliPuti:

a. Buku Kas Umum, 
,r,,,':i 

. ,.;.,.,., ' '

b. Ringkasan pengeluar ',:,,Fgr, iall- objek disertai bukti-

hukti1angsah, - ' 1.

4. Bendahara Pengeluaran *enyeiafif.an SPJ Pengeluaran kepada

Pejabat Penatausah93n, Keuangan,{PPK} - SKPD

Bendahara Pengduara+ 
,j*u*,. 

harus menyerahkan sPJ

pengeluaran kepada Bendaharal, Umum Daerah {BUD} paling

lamhat tanggal 1O {sepuluh} bulan berikutnya;

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK)-SKPD memverifikasi

SPJ pengeluaran;

6. Apabila disetujui, Pejabat Penatausahaan Keuangangan {PPK}-

SKPD menyampaikal SPJ Pengeluaran paling lambat tanggai

10 (sepuluh) bulan berikutnya.

7. Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran;

8. Kepala SKPD rnenyerahkan Sr.rat Pengesahan SPJ kepada

Bendahara Pengeluaran;

9. Belanja habis pakai dapat dilaksa.nakan berdasarkan
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kebutuhan sesuai dengan prosedur yang berlaku'

10. Perjaianan Dinas dilakukan secara seiektif dan pertanggung

jawabannya dilaksanakan secara semi edcost yaitu Pegawai

Negeri Sipil atau Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas

diberikan lumsum dan biaya transportasi, tiket transportasi

disertakan sebagai larnpiran SPJ.

Dasar Pembuatan SPJ dengan Bendahara Pengeluaran

Pembantu :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu rnencatat bukti-bukti

transaksi pembelanjaan dana;

2. Dari proses pencatatqn ini ditrasilkgn dokumen sebagai

berikut ;

a. Buku Kas Fengeluaraa tre tu, " '

b. Buku P4iak PPN/PP'h,&rnbexttu',

c. Buku Panjar Pembantu.

3. Berdasarkan .ketiga.,,r.,,doku1nen tersebut Bendahara

Pengeluaran Pembar*tu., me*rbuat .SFJ Pengeluaran

Pembantu.

a. Buku Kas Umurrr*, , .

b. Buku Pajak PPNIPPh Pernbantu,

c. Bukti pengeluran Yang sah.

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan sPJ

Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Pengeluaran

paling lambat tanggal 5 {lima} buian berikutnya;

5. Bendahara Pengeluaran memverifikasi, mengevaluasi dan

menganalisa SPJ Pengeluaran Pembantu;

6. Setelah disetujui, Bendahara Pengeluaran akan

menggunakan SPJ Pengeluaran Pembantu dalarn proses

pembuatan SPJ.
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Lampiran yang harus dipenuhi untuk pengesahan sPJ secara

umum:

1. Catatan transaksi,

2. Jurnai,

3. Buku besar (buku besar pernbantu),

4. Daftar saldo,

5. Neraca,

6. Surplus/defisit,

7. Arus Kas;

8. Perhitungan anggaran;

g. Dokumen

Lain-lain.

1. Penerima hibah bantuan sosiai, dan bantuan keuangan

merupakan objek pemeriksaan oleh pemeriksa fungsional

baik internal rnaupun ekste;nal. , ,

2. Apabila terjadi sisa anggqrqn dari pengadaan barang/jasa

maka sisa anggaran tersebut harus dikembalikan ke Kas

Daerah;

3. Harus dihindari :penggunaan sisa anggaran pengadaan

barang I jasa d,engan melalui adend.urn;

4. Perencanaan alokasi anggaran harus dihitung untuk

keperluan 1 (satu) tahun anggaran;

5. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara DPA dengan

pelaksanaan kegiatan, PPK-SKPD berkewajiban melakukan

pemindah bukuan untuk disajikan dalam CALK (Catatan

Atas Laporan Keuangan) untuk selanjutnya dilaporkan

kepada PPKD selaku BUD;

6. Setiap transaksi belanja modal harrs dilakukan kapitalisasi

dan dilaporkan dalam laporan aset kepada Bidang Aset

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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Kabupaten seiatan cian secara fungsionai agar

mel:-yarflpaikan Lapcran Ferta*ggungjan"'aban (SPJI kepada

BidangAkuntansic].arrPelapcranBadanFengelclaan
Keuangan dan Aset Daeran Kabupaten Barito selatan Up'

Kepaia su'c BacLar:"g Felapcran sesuai. Peraturan h{enteri

Dalam Negeri Repubiik In<icnesi.a Norncr I3 Tahun 2C*6

sebagaimana teiah Cirubah beberapa kali terakhir clengaa

Peratui:anMenteriDaiamNegeriNcmor2lTahun2*11
tentang Ferubahan Kedua atas Peraturan h{enteri Daiam

l{egeri Republik lncionesia Nomor i3 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah'

7. Laporan PertanggungaEaban isPJ) agat diverifikasi dan

ditatausahakan sesuai Peraturan Bupati Barito Selatan

Nomor 2L Tahun 2*74 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah

Daerah Berbasis Akruai Kabupaten Barito seiatan.

EE'PATI

EDDY

1{\1
I t.r t



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NoMoR $ teHum 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2018

PENGENDALIAN AP3D

Pengendaliaa dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan

sesuai perencarlaan yaag,ielah'.ditetaptan dan dapat tepat

waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran serta
]:tepat manfaat.

Dalam Tahun Anggaran 2O,18, fungsi pengendalian yang

lebih diperhatikan dan ditingkatkan bobotnya dengan

pertimballgan sebagai berikut:'

1. Dimensi waktu *rrgg*; yang normal terbatas yaitu

2. Disiptin anggaran yang selama ini cenderung banyak

diabaikan;

3. Yang terpenting adalah harapan yang akan adanya

sesuatu perubahan perbaikkan dalam kehidupan di

daerah saat ini.

A. PENGENDALIAN UMUM

1. Pengendalian umum dilakukan terhadap semua

kegiatan yang bertujuan untuk:

a. Mengamati secara terus menerLls bagaimana hasil

guna dan daya keseluruhan kegiatan;
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b. Mengamati penggunaan sumber dana dan daya

oleh seluruh kegiatan agar sesuai dengan

kebij aksanaan yang digariskan.

2. Pengendalian umum dilakukan sebagai berikut:

a. Mendapat laporan bulananftriwulal/semester

sebagai umpan balik;

b. Mendapat Surat Pertanggung Jawaban setiap

bulan;

c. Mengadakan pembinaan terhadap bendahara;

d. Mengadakaa peninjaltan lapangan secara periodik;

e. Mengikuti terus menerus umpan balik dan hasil

peninjauan iapangan untuk mengetahui apakah

pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan

masih,, relevarl, deggan fujuan dan sasaran

pembangun ya:.rg ts}ab ditetapkan;

t Mengadakan:',' ForqmfRapat Koordinasi SKPD

secara' periqdik unfri!,,,rnemantau perkembangan,

hambatan tdan capaian serta tindak lanjut

pelaksqr-raan pekerj aan / ke glatan .

3. Pengendaiiitrr- ufium dila!1kan Bupati dibantu oleh:

a. KepaIa'r:BAPPEDA selakr: . pengenda-li fungsional

programfkegratan', dalam rangka pencapaian

sasaran umum pembangunan.

b. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

pengendali administrasi keuangan dalam rangka

efesiensi dan efektifitas pengeluaran allggaran ;

c. Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian

dan Pembangunan selaku pengendali administrasi

dan operasional program/kegiatan, melaksanakan

pengendalian dan pemantauan tentang

pengendalian pelaksanaan administrasi kegiatan
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d.

e.

f.

dan operasional kegiatan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku koordinator pendapatan daiam rangka

mengendalikan dan mengamankan pendapatan;

Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal

Pemerintah {APIP) dalam rangka pengendalian atas

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;

Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

B. PENGENDALIAN KEGIATAN

1. Pengendalian dilakukan terhadap semua kegiatan yang

diproyeksikan dalam pengadaan barang/jasa baik yang

dilaksanakan 'secara kontraktuai maupun swakelola yang

bertujuan untuk :

a. Mengikuti, merrgalnati daq menyesuaikan kemajuan

kegiatan secara ter.t.s 'menqrys bagaimana hasil guna

dan daSra guna kegiatan;

b. Mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

tujuan biaya dan jadwal Srang direncanakan.

2. Pengendalian dilakukan dengan caral

a. Mendapatkan laporyn sebagai umpan balik;

b. Mengadakan peninjauan lapangan dengan tujuan:

- Untuk mengamati perkembangan pelaksanaan

kegiatan,

- Untuk menguji kebenaran laporan yang diterima.

3. Pengendalian dilakukan Sekretariat Daerah melalui:

Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Pengendali

Kegiatan disamping sebagai Pengendalian Administrasi dan

Operasional Progr arn I Kegiatan dengan:

1) BAPPEDA sebagai Pengendali Sasaran Fungsional

Program Kegiatan;

2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

104



Pengendali Administrasi

ProgramlKegiatan;

Keuangan Operasional

3) Kepala SKPD sebagai Pengendali Teknis dan Administrasi

semua program/kegiatan di SKPD masing-masing;

4l Untuk SKPD yang belum mempunyai tenaga ahli

konstruksi, maka dalam pengendalian teknisnya dibantu

Dinas Teknis.

4. Pengendalian Kegiatan Perjalanan Dinas-

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan dana

perjalanan dinas yang dib-iayai oteh program/kegiatan,

maka Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

ditandatangani oleh P-engguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran.

Dalam rangka :Irremen*hl','kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan daerah, pemerintah-'daerah secara bertahap

meningkatkan qkuntalllitas pengunaan belanja perjaianan

dinas melalui penerapan. pengqnggaran dan peiaksanaan

perjalanan dinas berdasarka, gCIsip'kebutuhan nyata (at

cosf) sekurang-kurang.,y* untuk pertanggungf awaban biaya

transport dan menghindari adanya penganggaran yang

bersifat "paket".S;ta4dar qg.tUan harga perjalanan dinas

ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan

perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh:

a. Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang

satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya.

b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalarn hal

pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada

tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah

rremperoleh persetujuanl perintah atasannya-

Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Pembangunan

Daerah, setiap SKPD wajib men]ruslrn laporan dalam bentuk
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laporan kemajuan kegiatan I perkembangan pencapalan

targetkegiatankepadaBAPPEDA,AsistenPerekonomian
danPembangunansekretarisDaera]rdanlnspektorat.

Laporan tersebut diatas baik yang bersumber dari APBD

ma1]punAPBNtermasukd.idalamnyaadalahkegiatan-
kegiatanyangberkaitand.engandanadekonsentrasidan
tugas pembantuan, Dana (BOS) (dana diluar APBD)'

Laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 1O

(sepuiuh) bulan berikutnYa'

Dalamrangkapengendalian,BAPPEDAdanAsisten
Perekonomian dan Pembangunan sekretaris Daerah akan

: monitoring kegiatan-kegiatan secara berkala'

C. EVALUASI TAHUNAN.

Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang dana pelaksan"*"tp dilaksalakan oleh SKPD

terkait setelah ber{firnya anggaran yang

bersangkutan, dengan. ,,masukall '' utan:a berupa laporan

pelaksanaan dan temuan-ter,niran monitOring, pelaksanaan,

serta berorientasi pada identifikasi hasil-hasil nyata dari

prograrn/kegiatan yang seianjutnya merupakan

Laporan Pertanggung Jawab4q' SI{PD kepada Bupati yar.g

seianjutnya sebagai bahan Pertanggung Jawaban Bupati

kepada DPRD.

Hasil evaluasi menjadi pedoman atau acltan untuk menilai

sejauhmana tujuan dan sasaran pemberian dana dan

peiaksanaan program telah tercapai.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut harus tercermin

dalam tolok ukur sebagaimana tersebut diatas.

Evaluasi dilaksanakan terhadap kontrak kinerja Kepala

SKPD dengan Bupati dan hasil evaluasi (rapor) digunakan

untuk menilai keberhasilan atau kegagalan Kepala SKPD.
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D. PENGAWASAN.

Untukmeningkatkanprofesionalismedankinerjakegiatan
yanglebihefisiendanefektif,sangatdiperlukaniangkah-
langkah strategis dalam proses pembinaan' pengendalian dan

pengawasan secara konsisten, sehingga dalam pelaksanaan

kegiatan dapat benar-benar terukur dari aspek waktu, rnutu,

ad.ministrasi dan manfaat'

Hal ini perlu segera dilakukan rnengingat pada saat ini sedang

terjadi funtutan akan perlunya perubahan pradigma dan

<earah pernberdayaan ekonomi ralqrat yang lebih

memperhatikan masalah transparasi, akutabilitas dan kinerja

Langkah-langkah yang, p,e{,lu dlperhatikan adalah sebagai

berikut:

1. Penilaian ke1embag114. urrt*k optimalisasi sinergi

perencanaan,pelaksanaqndan Selolaankegiatan;

2. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas kerja sDM pata

pengelola kegr4tan, sehingga memitriki keahlian dan

ketrampilan yang memadai; , ''
3. Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme kontrol terhadap

pelaksanaan kegiatan meialui sosialisasi dan informasi

secara lebih transparan dan akomodatif;

4. Sistem pengendalian internal periu dioptimalkan sehingga

mampu mendukung penyeienggaraan pemerintahan daerah

yang lebih baik.

Pelaksanaan pengawasan secara fungsional dilakukan

oieh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
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-L. PELAPCRAN

Pel.aporan n:erupal":an Sllaiu alat p*r:gelrcaiiarr }ra.ng

dituai:gkan ciaiam bentuk instrument yang harus ditempgh

clan oiiaksanakan balk sejak kegiatar: 'nerjalan atau

herlangsung maupuii sampai akhir peiaksanaan kegiatan.

Pelapcran dapat juga sebagai per'anggungiarvabaR

ierhaciap pengeiolaan dana kegiatan, guna memtrerikar:

infor-masi tentar:g kinerja pengelclaar: di Pemerintah

I{rabr-rpaien Barito Seiaian sei:agai krahan masukan

penyusunan kebrjakan di Pusati Prapiasi'

PENUTUP.

Pedaman Penatausahaan Felaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belaqja Daeral: Kabupaten Barita selatan

Tahun Anggaran 2G1E ini merupakan petunjuk bagi sKPD

daiam peiaksanaan anggarai-rlkegiaian ya1lg menjadi

kervenangann-Ya.

Hai-hal yang ridak diatur daLam Pecioman

Pelaksanaan Anggaran Fendapatail dan Belanja Daerah

Kabuparen Baritc Seiatan Tahi.;n Anggaran 2Oi8 ini, ietap
-berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undanga$ ],'ang berlaku'
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